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ABSTRAK 

Rasmi Sirajuddin,  Efektivitas Pengelolaan Dana BOS Terhadap Mutu 
Pendidikan di UPTD SD Negeri 73 Parepare (Dibimbing oleh Abd. Rahman K dan 
Hasmiah Herawaty) 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian 
menggunakan data yang memanfaatkan data deskriptif dengan metode pengumpulan 
data , Wawancara dan Dokumentasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
lapangan (field research). Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara 
deskriptif dengan cara Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan dana BOS  belum terlaksana dengan 

baik, karena dalam pencairan dana BOS masih mengalami keterlambatan yang 

berdampak pada kekurangnya sarana dan prasarana yang ada di UPTD SD Negeri 73 

Parepare, Kepala sekolah, bendahara guru dan Komite Sekolah, dengan menerapkan 

prinsip-prinsip pengelolaan yaitu transaparansi, akuntabilitas,efektis dan efisien yang  

telah berupaya untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan . 

Efektivitas Pengelolaan dana BOS Terhadap Mutu Pendidikan Dengan adanya 
dana BOS disekolah maka dapat membantu para peserta didik maupun tenaga pendidik, 
Penentuan sasaran, sosialisasi dan pemantauan program dana BOS yang tepat baik yang 
ditetapkan secara individu maupun secara organisasi sangat menentukan keberhasilan 
aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran, sosialisasi dan pemantauan 
program  yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan 
berbagai kegiatan itu sendiri. 

 
 
Kata Kunci: Dana BOS, Efektivitas Pengelolaan, Mutu Pendidikan 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

1. Transliterasi 

a. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda.  

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam hurufLatin: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak ا

dilambangkan 

Tidak 

dilambangkan 
 Ba b be ب

 Ta t te ت

 Tha th te dan ha ث

  ج

Jim 

j je 

 Ha ḥ ha (dengan titik ح

dibawah) 

 Kha kh ka dan ha خ

 Dal d de د 
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 Dhal dh de dan ha ذ

 Ra r er ر

 Zai z zet ز

 Sin s es س

 Syin sy es dan ye ش

 Shad ṣ es (dengan titik ص

dibawah) 
 Dad ḍ de (dengan titik ض

dibawah) 
 ta ṭ te (dengan titik ط

dibawah) 
 za ẓ zet (dengan titik ظ

dibawah) 
 ain ‘ koma terbalik‘ ع

keatas 
 gain g ge غ

 fa f ef ف

 qof q qi ق
 kaf k ka ك

 lam l el ل

 mim m em م

 nun n en ن
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 wau w we و

 ha h ha ه

 hamzah ’ apostrof ء 

 Ya y ye ي

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (ʼ) 

b. Vokal 

1)Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ا َ

 Kasrah I I ا َ

 Dammah U U ا َ

2)Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabunganantara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, 

yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan ya Ai a dan i ۔ يَ 

 fathah dan wau Au a dan u ۔ وَ 

Contoh: 
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 kaifa : ڲڧَ 

لَ  و   haula : ح 

c. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

tranliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan Tanda Nama 

 fathah dan alif atau ۔ ا/۔ ي

ya 

Ā a dan garis diatas 

 kasrah dan ya Ī i dan garis diatas ۔ يَ 

 dammah dan wau Ū u dan garis diatas ۔ وَ 

Contoh: 

اتَ   māta : م 

م ى  ramā : ر 

 qīla :  ق ي لَ 

تَ  و   yamūtu : ي م 

d. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua: 

1)Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, 

transliterasinya adalah [t] 
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2)Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 

[h]. 

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 

marbutah itu ditransliterasikan denganha (h). 

Contoh: 

نّةَ  ة الخ  ض  و   Rauḍah al-jannah atau Rauḍatul jannah : ر 

ل ةَ  ي ن ة ال ف اض  د   Al-madīnah al-fāḍilah atau Al-madīnatul fāḍilah : ا ل م 

ة َ م  ك   Al-hikmah :  ا ل ح 

e. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (  dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan ,(۔ّ

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.  

Contoh: 

بَّن ا  Rabbanā : ر 

ي ن ا  Najjainā : ن خَّ

قَ   Al-Haqq : ال ح 

خَ   Al-Hajj : ال ح 

مَ   Nu’ima : ن عِّ
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د وَ   Aduwwun‘ : ع 

Jika huruf َى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 

 .maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i) ,(۔ يَّ)

Contoh:  

ب يَ  ر   Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : ع 

ل يَ   Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)“ : ع 

f. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif 

lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf 

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (ـ). 

Contoh: 

سَ  م   al-syamsu (bukan asy-syamsu):  ا ل ش 

ل ة ل ز   al-zalzalah (bukan az-zalzalah) :  ا لزَّ

ف ةَ   al-falsafah:  ا ل ف لس 

 al-bilādu:  ا ل ب لا دَ 

g. Hamzah 
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Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di 

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. 

Contoh: 

نَ  و   ta’murūna :  تأم ر 

ءَ   ’al-nau :  النَّو 

ءَ   syai’un:  ش ي 

تَ  ر   umirtu :  ا م 

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalan bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa 

Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-

Qur’an (dar Qur’an), Sunnah. 

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 

Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.  

Contoh: 

Fī ẓilāl al-qur’an 

Al-sunnah qabl al-tadwin 

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab 

i. Lafẓ al-Jalalah (َ  (اّلّل

Kata “Allah” yang didahuilui partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagaimudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 



 

 

xxii 

 

Contoh: 

َاّلّل َ ي ن       Dīnullah  د 

  billah  ب اَلّلل َ

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ة اّلّل َ م  ح  َف يَر   Hum fī rahmmatillāh   ه م 

j. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi 

ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa 

Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada 

permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang 

ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf 

awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata 

sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).  

Contoh: 

Wa mā Muhammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an 

Nasir al-Din al-Tusī 

Abū Nasr al-Farabi 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 
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harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh: 

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-

Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu) 

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naṣr Hamīd (bukan: 

Zaid,Naṣr Hamīd Abū) 

2. Singkatan 

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah: 

swt.  = subḥānāhu wa ta‘āla 

saw.  = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-sallām 

H = Hijriah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

l. = Lahir Tahun 

w. = Wafat Tahun 

QS .../ ...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4 

HR = Hadis Riwayat 

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab 

 صفحة = ص

 بدونَمكان = دم
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 صلىَاللهعليهوسلم =ََصلعمَ 

 طبعة =َََََََََََََََََطَ 

 بدونَناشر=ََََََََََََََََدنَ

  ٳلىَآخرها/إلىَآخره =ََََََََََََََََالخ 

   جزء =َََََََََََََََََجَ 

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di 

jelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai berikut: 

ed. : Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena 

dalam bahasa indonesia kata “edotir” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, 

maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). 

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis 

dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-

kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak. 

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis. 

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karya terjemahan yang 

tidak menyebutkan nama penerjemahnya 

Vol. :Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau 

ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya 

digunakan juz. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan pembelajaran pengetahuan,keterampilan,dan kebiasaan 

sekelompok orang yang  diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui 

pengajaran, pelatihan, atau penelitian pendidikan. Pendidikan juga dapat dikatakan 

suatu usaha untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran 

ataupun latihan untuk masa yang akan datang. Pendidikan semestinya mampu 

menghasilkan lulusan yang berkualitas dengan pengetahuan, mampu menguasai 

teknologi serta mampu membangun kemandirian bangsa. Sehubungan dengan dunia 

pendidikan harus mampu menghasilkan lulusan yang cerdas, kreatif, inovatif, dan 

religius dalam mengatasi suatu masalah, berani, bermoral, berakhlak, inovatif, dan 

religius dalam mengatasi suatu masalah, berani, bermoral, berakhlak mulia, siap 

menghadapi perubahan, dan mampu bersaing di dunia luas yaitu nasional maupun 

internasional.1 

Pentingnya pendidikan bagi setiap kalangan manusia, sebagaimana dalam 

Firman Allah Q.S. Al-Jumu’ah/62: 2. 

                                                  

               

Terjemahnya: 

 

Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara 

mereka, yang membacakan ayat – ayat- Nya kepada mereka, mensucikan 

 
1Yenni Anggraini, Analisis Kompetensi Pedagogik Guru PAI Di SMP Negeri 1 Pampangan 

Kabupaten Ogan Komering IIir (Uin Raden Fatah Palembang, 2020),h.3. 
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mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah (AS Sunnah) dan 

sesungguhnya mereka sebelumnya benar – benar dalam kesesatan yang nyata.2 

 Ayat tersebut memberikan gambaran bahwa pendidikan kualitas pendidikan 

ditunjukkan dengan ketersediaan sumber daya manusia yang dapat memberikan solusi 

dalam kehidupan manusia diberbagai aspek sesuai dengan kapasitas masing – masing. 

Dalam rangka mencapai kualitas lulusan yang memenuhi tuntutan IPTEK, 

pengelolaan dan pelaksanaan layanan pendidikan di sekolah menjadi skala prioritas 

untuk dilaksanakan secara maksimal dan terorganisir. Salah satu faktor penentu 

kualitas lulusan yaitu sejauh mana sekolah dapat menunjukan ketersediaan, 

kelengkapan, kelayakan sarana dan prasarana sekolah, tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan dalam melaksanakan pelayanan dan sikap empati dalam pelayanan 

pendidikan di sekolah.3 Layanan pendidikan memiliki peranan penting bagi lembaga 

pendidikan sebagai penyelenggara layanan agar memiliki daya saing dengan sekolah – 

sekolah lainnya. Pengelolaan sekolah yang baik akan membuat lembaga pendidikan 

tersebut populer, semakin maju dan di minati oleh peserta didik untuk melanjutkan 

pendidikan serta berdampak pada mutu lulusan.4 

Pemerintah sebagai penanggung jawab dalam meningkatkan mutu pedidikan 

perlu membuat kebijakan – kebijakan yang dipastikan terimplementasi secara baik 

pada satuan pendidikan. Kebijakan pendidikan adalah produk yang dapat dijadikan 

sebagai pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam pendidikan atau 

organisasi maupun sekolaah dengan masyarakat dan pemerintah untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Kebijakan ini merupakan suatu penentu penetapan standar dari 

 
 2  Departemen Agama. Al-Qur’an dan Terjemahannaya,(Bandung: As Syaamil, 2005), h. 553 

3Muhammad Basri, “Budaya Mutu Dalam Pelayanan Pendidikan,” Jurnal Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Vol. 1, No (2011): 161. 
4Yean Chris Tien, “Manajemen Peningkatan Lulusan,” jurnal Manajer Pendidikan Vol. 9, No  

4 (2015). h. 9. 
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kerja yang dilakukan setiap hari berdasarkan proses masukan (input), proses keluaran 

(output), manfaat dan keuntungan dalam menghasilkan suatu kinerja optimal yang 

berkualitas. Implementasi kebijakan menyakut tiga hal yaitu, adanya tujuan atau 

sasaran kebijakan, adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan adanya hasil 

kegiatan.5 

Salah satu bentuk kebijakan Pemerintah dalam bidang pendidikan yakni 

tersedianya dana BOS sebagai penopang kegiatan akademik dan operasional di 

sekolah. Bantuan operasional sekolah merupakan salah satu bentuk komitmen 

pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik, 

sehingga tidak ada lagi masyarakat yang kurang mampu dan tidak bisa mengikuti 

pendidikan dengan alasan kekurangan biaya. Secara khusus program dana BOS 

membebaskan pungutan pada seluruh siswa kurang mampu dari seluruh biaya dalam 

bentuk apapun. Keberadaan dana BOS dapat  meringankan kesulitan orang tua dalam 

membantu peningkatan akademik peserta didik.6 Hal tersebut akan memberikan nilai 

positif pada pengembangan potensi diri berupa kecerdasan spiritual, kepribadian dan 

keterampilan yang diperlukan bagi masyarakat, bangsa dan negara.  

Pada praktiknya, BOS diperuntukkan pada seluruh satuan pendidikan dasar dan 

menengah dalam penyediaan biaya non personal.  

Untuk menjamin pengelolaan dana BOS berjalan dengan baik sesuai petunjuk 

pemerintah, maka setiap satuan pendidikan perlu menerapkan prinsip-prinsip 

manajemen berbasis sekolah yang transparan, akuntabilitas, efektif dan efisien.  

 
5Lilis Suriani Fika Ayu Lestari, Muh. Rahim, “Implementasi Kebijakan Pendidikan Dalam 

Program Bantuan Operasional Sekolah,” Jurnal Basicedu Vol. 5, No (2021),h.2. 
6Moh. Yamin, “Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Ketetapan Penyaluran BOS Tingkat SDN 

Di Kabupaten Banjar,” Jurnal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung 

Mangkurat Banjarmasin Vol. 12. No. 1. (2018). h. 47. 
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Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah menjadi budaya yang baik untuk diperaktikan 

dalam menghindari hal – hal yang dapat menyebabkan pengelolaan dana BOS kurang 

tepat sasaran. 

Kepala sekolah sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan dana BOS perlu 

melibatkan seluruh komponen- komponen yang berkaitan erat dengan pengelolaan dan 

pengawasan dana BOS tersebut. Komponen- komponen yang dimaksud meliputi 

komite sekolah, Bendahara serta guru.7 Kepala sekolah disini sebagai penggerak yang 

memegang kunci maju mundurnya sekolah dalam memenuhi sarana dan prasarana 

pendidikan yang telah direncanakan dalam pengembangan sekolah secara 

keseluruhan., baik pengembangan jangka pendek, maupun jangka panjang. 8 

Namun pada kenyataanya pengelolaan dana BOS terkadang mengalami 

beberapa kendala – kendala. diantaranya keterlambatan dalam pencairan dana BOS, 

kelengkapan berkas dalam pembukaan rekening, perbedaan antara perencanaan dan 

realisasi, hingga penentuan skala prioritas penggunaan anggaran yang relatif belum 

terencana.9 Disamping itu dalam hal pelaksannan pengelolaan dana BOS, masih 

ditemukan pengelolaan dana yang tidak transparan, akuntabel, efektif dan efisien. 

Masih terdapat pengaduan dari stakeholder perihal alokasi dana yang tidak sesuai, 

penggunaan dana tidak sesuai dengan anggaran.10 Kecendrungan pengelolaan dana 

BOS yang kurang transparan, akuntabilitas, efektif dan efisien berdampak pada adanya 

kerugian materi dan hilangnya kepercayaan dari masyarakat. 

 
7Budi Ilham Maliki, “Peranan Dana Bantuan Operasianal Sekolah (BOS) Terhadap Kualitas 

Pendidikan di Indnesia,” Jurnal Tarbawi Stai Al Fitrah Vol. 4 Nom (2018): 172. 
8Hotman Simanjuntak Lukman Pardede, “Tanggung Jawab Hukum Kepala Sekolah Dalam 

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah,” Jurnal USM Review Vol. 4 No (2021), h.896. 
9Dani Rahman Hakim, “Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

Menengah Kejuruan,” Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi Vol. 17, no. 1 (2020),h.12. 
10Nugraha Mia Silmi Nurdiani, “Analisis Transparansi Dan Akuntablitias Pengelolaan Dana 

Sekolah,” JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN Vol. 6, No (2018), h. 50. 
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Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian megenai Efektivitas 

Pengelolaan Dana BOS Terhadap Mutu Pendidikan Di UPTD SD Negeri 73 Parepare. 

Alasan penulis memilih SD Negeri 73 Parepare sebagai lokasi penelitian karena pada 

saat observasi awal pengelolaan dana BOS yang ada di sekolah tersebut sering 

mengalami kendala terutama masalah pencairan dana BOS yang ada di sekolah  yang 

sering mengalami keterlambatan pencairan dana sehingga fasilitas sarana dan 

prasarana di sekolah tersebut belum terlalu memadai. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana  Bentuk Pengelolaan Dana Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS)  

Terhadap Mutu Pendidikan di  UPTD SD Negeri 73 Parepare? 

2. Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

Terhadap Mutu Pendidikan di  UPTD SD Negeri 73 Parepare? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk Mengetahui Bentuk Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah 

Terhadap Mutu Pendidikan di UPTD SD Negeri 73 Parepare. 

2. Untuk Mengetahui Efektivitas Pengelolaan Dana BOS Terhadap Mutu 

Pendidikan di UPTD  SD Negeri 73 Parepare. 

D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan peneliti diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun secara praktis. 

1. Secara praktis untuk mengembangkan dan memperluas wawasan keilmuan 

dan sebagai sarana dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang selama ini 

penulis peroleh selama perkuliahan dan diharapkan dapat meningkatkan minat 
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peserta didik dalam melanjutkan pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan 

prestasi akademik pesera didik. 

2. Manfaat teoritis diharapkan mampu mengembangkan efektivitas pengelolaan 

BOS Terhadap Mutu Pendidikan. 
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BAB II 

TINJAUANPUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Relevan 

Tinjauan peneletian relevan atau kajian relevan adalah deskripsi tentang kajian 

penelitian yang relevan (mirip). Dengan demikian penelitian yang dilakukan oleh 

penulis merupakan upaya pengembangan pengetahuan dari hasil pengelolaan 

penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian diantaranya adalah sebagai 

berikut. 

Pertama hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ayu Komang Ratna Dewi, I 

Made Yudana, Anak Agung Gede dengan judul penelitian “ Efektivitas Program Dana 

BOS pada SMP Negeri 4 Serit Kabupaten Belelang hasil penelitian ini ialah dari input, 

proses, dan produk sudah termasuk dalam kategori sangat baik. Dan hanya terdapat 

satu kendala dalam pelaksanaan Dana BOS yang terkait dengan kemampuan kepala 

sekolah dalam penyaluran Dana BOS.11 Perbedaanya penelitian yang dilakukan Ayu 

Komang Ratna Dewi, I Made Yudana, dan Anak Agung Gede membahas tentang 

kendala dan hambatan dalam proses pelaksanaan program Bantuan Operasinal 

Sekolah, sedangkan penelitian ini lebih membahas mengenai bagaimana pengelolaan 

dana BOS  terhadap Mutu Pendidikan. Sedangkan persamaan dari penelitian ini sama 

– sama menggunakan penelitian Kualitatif dan menggunakan informan yang sama. 

 
11Anak Agung Gede Ayu Komang Ratna Dewi, I Made Yudana, “Efektivitas Program Bantuan 

Operasional (BOS) Pada SMP Negeri 4 Kabupaten Buleleng,” Jurnal Program Pascasarjana 

Universitas Pendidikan Ganesa (Vol. 6, No 1 2015): h.9. 
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 Kedua hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumarni dengan judul “ Efektivitas 

Penegelolaan Dana BOS Terhadap Mutu Pendidikan di Madrasah. Hasil penelitian ini 

ialah kinerja dari pengelolaan Dana Pencairan dana yang cenderung terlambat untuk 

priode Triwulan pertama sehingga menghambat Madrasah untuk menyelenggarakan 

kegiatan pendidikan.12 Persamaan penelitain Sumarni dengan peneliti ini sama- sama 

menggunakan penelitian kualitatif dan membahas tentang dana BOS dan Mutu 

Pendidikan. Perbedaan dari penelitian ini hanya melihat dari 2 indikator saja yaitu 

waktu dan kinerja, akan tetapi penelitian yang peneliti lakukan melihat dengan 

beberapa indikator yang bebeda. 

 Ketiga, Al Maruf  “ Efektivitas Pengelolaan Dana BOS Dalam Meningkatkan 

Sarana dan Prasarana Pendidikan (Studi di SDN 44 Kota Bima). Hasil penelitianya 

berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penelitian ini dapat disimpulkan 

sebagai berikut, di SDN 44 Mande Kota Bima dalam pengelolaan dana BOS telah 

berjalan sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS , faktor pendukung, 

adapun faktor pendukung dalam pengelolaan dana BOS yaitu, dukungan pemerintah 

dengan memberikan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS dan sosialisasi tentang tata 

cara pengelolaan dana BOS dari dinas pendidikan, terjalinnya bentuk kerjasama yang 

baik dari pihak pengelolaan dana BOS, komite sekolah dan para guru, pemerintah ( 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima). Sedangakan faktor penghambat dalam 

pengelolaan dana BOS yaitu, waktu pencairan dana sering mengalami keterlambatan, 

anggaran yang diperoleh tidak sebanding dengan kebutuhan sekolah, sekolah dibatasi 

dalam melakukan perbaikan berat sehiingga sekolah masih mengalami kekurangan 

 
12Sumarni, “Efektivitas Dana Bos Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan,” Jurnal Edukasi 

(Vol. 12. No. 1, 2014): h. 83-98. 



9 

 

 

ruangan, dan dana BOS belum mampu membiayai seluruh program sekolah secara 

merata/menyeluruh. 

 Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama – sama 

meneliti tentang efektivitas pengelolaan dana BOS, adapun perbedaanya penelitian 

terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu meneliti tentang 

efektivitas pengelolaan dana BOS sekolah dalam meningkatkan sarana dan prasarana 

pendidikan di SD Negeri 44 Mande Kota Bima sedangkan peneliti yang akan diteliti 

mengenai efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah terhadap mutu 

pendidikan di SD Negeri 73 Parepare. 

B. Tinjauan Teori 

1.      Efektivitas 

a. Pengertian Efektivitas 

Efektivitas dapat diartikan sebagai ketetapan yang akan ditujuh yang 

merupakan besarnya kontribusi Output terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan. Suatu tindakan dikatakan efektif jika mampu mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan.13 efektivitas dapat dilihat berdasarkan teori sistem dan dimensi waktu. 

Berdasarkan teori sistem, kriteria efektivitas harus mencerminkan keseluruhan siklus 

input – output yaitu harus mencerminkan hubungan timbal balik antara manajemen 

berbasis sekolah dan lingkungannya. 

Memaknai efektivitas setiap orang memberikan arti yang berbeda, sesuai 

dengan sudut pandang dan kepentingan masing- masing orang. Efektivitas berarti 

menjalankan pekerjaan yang benar atau kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat 

 
13Mardiasmo, Akuntasi Sektor Publik (Yogyakarta: 2009), h. 134. 
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dimana manajer yang efektif adalah manajer yang yang memilih suatu pekerjaan 

yangbenar untuk dijalan prinsip efektivitas kalau kegiatan tersebut dapat dilakukan 

dengan mengatur keuangan, bagi seorang manajer dalam setiap operasinya 

membutuhkan prestasi yang efisien dan efektif.14 efektivitas dapat dilihat berdasarkan 

teori sistem dan dimensi waktu. Berdasarkan teori sistem, kriteria efektivitas harus 

mencerminkan keseluruhan siklus input – output yaitu harus mencerminkan hubungan 

timbale balik antara manajemen berbasis sekolah dan lingkungannya. 

Manajemen keuangan dapat dikatakan memenuhi angan untuk membiayai 

aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitas 

dengan rencana yang telah ditetapkan. Berdasarkan konsep manajemen keuangan 

sekolah pengelolaan dana BOS dapat dikatakan efektif jika penggunaanya tepat pada 

sasaran dan mampu mencapai outcomes yang telah ditetapkan.  

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapain tujuan efektif atau tidak, yaitu 

: 

1. kejelasan tujuan yang hendak dicapai. 

2. kejelasan strategi pencapaian tujuan. 

3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap. 

4. Perencanaan yang matang. 

5. Penyusunan program yang tepat. 

6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja. 

7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien. 

8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. 

 
14Siswanto., Pengantar Manajemenen, PT Bumi Aksara. (Jakarta: PT Bumi Aksara 2019), h19. 
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Efektivitas merupakan konsep yang sangat penting karena mampu memberikan 

gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang 

diharapkan.15 

Adapun  Indikator Efektivitas yaitu : 

sugiyono dan Budiani menyebutkan beberapa indikator yang digunakan untuk 

mengukur Efektivitas adalah sebagai berikut:16 

1. Ketetapan sasaran program, yaitu bagaimana dapat menentukan proses 

program sebagai sasaran program. Menurut Makmur ketetapan sasaran 

lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional, 

penentu sasaran yang tepat baik ditetapkan secara individu maupun sasaran 

yang telah ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan 

keberhasilan aktivitas organisasi.17 

2.  Sosialisasi Program, yaitu kemampuan penyelenggaraan program dalam 

melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan 

program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan 

sasaran peserta program pada khusunya 

3. Tujuan program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil program dengan 

tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Duncan 

menyebutkan bahwa pencapain tujuan adalah keseluruhan upaya 

pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses.18 Oleh karena itu, 

agar pencapain tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan baik 

dalam arti pentahapan pencapain bagian – bagiannya maupun pentahapan 

dalam arti periodesasinya. 

4. Pemantaun program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakan 

program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Selanjutnya 

menurut winardi, pengawasan meliputi tindakan mengecek dan 

 
15Syamsir, Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam 

Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Di SMP Negeri 3 Panca Rijang Kec. Kulo. ( UIN Alauddin : 

2014). 
16Kartika Febri Yuliana, Efektivitas Program Pelayanan Kesehatan Gratis (Bandar Lampung: 

Universitas Lampung, 2017), h. 29-30. 
17Makmur, Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan (Bandung: Refika Aditama, 

2011), h. 8. 
18M.R. Steers, Efektivitas Organisasi (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), h. 7. 
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membandingkan hasil yang dicapai dengan standar – standar yang telah 

digariskan.19 Apabila hasil yang dicapai menyimpang dari standar yang 

berlaku perlu dilakukan tindakan korektif untuk memperbaikinya, 

Selanjutnya menurut Buhari pengawasan merupakan suatu bentuk 

pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih kepada 

bawahannya.20 

 2. Pengelolaan Keuangan Sekolah 

a. Pengertian Pengelolaan Keuangan 

Keuangan sekolah adalah bagian yang sangat penting karena setiap kegiatan 

sekolah membutuhkan dana untuk meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan di 

sekolah. Dalam buku   pengelolaan lingkungan belajar, Rita Mariyana, Ali Nugraha 

dan Yeni Rachmawati menjelaskan bahwa pengelolaan merupakan terjemahan dari 

kata manajemen yaitu berasal dari kata, “to manage” yang berarti mengatur, 

melaksanakan, mengendalikan, mengelola, dan memperlakukan. Namun kata 

manajemen berarti sama dengan istilah “ pengelolaan” yaitu sebagai suatu proses 

mengkordinasi dan mengintegrasikan kegiatan – kegiatan kerja agar dapat diselesaikan 

secara efisien dan efektif.21 

b. Tujuan Pengelolaan Sekolah 

Tujuan utama Pengelolaan dana sekolah khususnya keuangn sekolah, terbagi 

atas 3 bagian yaitu : 

1. Menjamin agar dana yang tersedia dapat dipergunakan untuk harian 

sekolah dan menggunakan kelebihan dana untuk diinvestasikan 

kembali. 

 
19Winardi, Kepemimpinan Dalam Manajemen (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), h.7. 
20Bohari, Dasar - Dasar Administrasi Dan Manajemen (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), h 5. 
21 Rita Mariyana, dkk, Pengelolaan Lingkungan Belajar (Jakarta: Kencana, 2010), h. 16. 
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2. Memelihara barang –barang atau aset sekolah. 

3. Menjaga agar peraturan – peraturan serta praktik penerimaan, 

pencatatan, dan pengeluaran uang diketahui dan dilaksanakan.22 

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 48 Tahun 2008 pasal 59 dalam 

pengelolaan dana pendidikan, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, antara 

lain: 

a. Transparansi berarti adanya keterbukaan, transparansi di bidang 

manajemen berarti adanaya keterbukaan dalam mengelola suatu 

kegiatan. Dilembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang 

transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan, 

lembaga pendidikan yaitu keterbukaan sumber keuangan dan 

jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggung jawabanya harus jelas 

sehingga bisa memudahkan pihak – pihak yang berkepentingan untuk 

mengetahuinya. 

b. Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain 

karena kualitas performasinya dalam menyelesaikan tugas untuk 

mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya.akuntabilitas di 

dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat 

dipertanggung jawabkan sesuai dengan perencenaan yang telah 

ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan 

peraturan yang berlaku, maka pihak dari kepala sekolah membelanjakan 

uang secara bertanggung jawab, pertanggung jawaban ini dapat 

dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah. 

c. Efektivitas adalah adanya kesesuain antara seseorang yang 

melaksanakan tugas dengan sasaran yang akan dituju guna mencapai 

 
22Mulyono, Manajemen Berbasis Sekolah (Yogyakarta: Ar - Ruzz, 2010), h.172. 
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atau mewujudkan tujuan operasional. Efektivitas didalam manajemen 

keuangan berarti penggunaan uang sekolah itu harus benar tepat 

sasaran. 

d. Efisiensi merupakan perbandingan antara input dan output, tenaga dan 

hasil, perbelanjaan dan masukan, biaya, serta kesenangan yang 

dihasilkan. Jadi manajemen keuangan sekolah harus transparansi, 

akuntabilitas, efektivitas, dan efesiensi dalam mengelolah uangnya 

kepada masyarakat, supaya tidak ada lagi yang merasa di rugikan. 

c.  Proses Pengelolaan Keuangan Sekolah 

Terkait dengan manajemen keuangan di sekolah, E Mulyasa mengemukakan         

bahwa:.”23 

Keuangan dan pembiayan merupakan salah satu sumber daya yang secara 

langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut 

lebih terasa lagi dalam implementasi MBS, yang menuntut kemampuan sekolah untuk 

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi sera mempertanggung jawabkan 

pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Dalam 

penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan kompetensi yang 

sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian 

manajemen pendidikan.24 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengelolaan keuangan sekolah 

meliputi: sumber keuangan, perencanaan, penganggaran dan pertanggung jawaban 

pelaporan. 

 
23Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), h.81. 
24E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional Dalam Konteks Menyukseskan MBS dan 

KBK (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 227-228. 
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3 . Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

Dana BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk 

penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar 

sebagai pelaksana program wajib belajar.25 

Bantuan BOS adalah biaya operasi dan non personalia bagi satuan pendidikan 

dasar sebagai suatu pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Dalam 

proses perencanaan pengelolaan Dana BOS komponen yang terlibat didalam 

pengelolaan dana Bantuan BOS adalah kepala sekolah sebagai penanggung jawab, 

bendahara sekolah, dewan guru, dan komite sekolah. Proses perencanaan diawali 

dengan menyusun Rencana Kegiatan Alokasi Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) 

oleh tim manajemen BOS, guru, dan komite sekolah selanjutnya melibatkan 

stakeholder sekolah yakni pihak – pihak yang berkepentingan dengan sekolah.  

Adapun tugas dan tanggung jawab  Kepala sekolah, bendahara, guru dan komite 

sekolah  sebagai tim  dana BOS yaitu: 

1. Mengisi dan memutakhirkan data seklah lengkap dan valid ke dalam 

Dapodik sesuai dengan kondisi sekolah. 

2. Bertanggung jawab mutlak terhadap hasil isian data sekolah yang 

masuk dalam dapodik. 

3. Menyusun Rencana Kegiatan Alokasi Kegiatan dan Anggaran (RKAS) 

yang mengacu pada prinsip – prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, 

dan transparansi. 

 
25 Kemendiknas,Petunjuk Teknis Penggunaan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana 

Bantuan Operasional Sekolah, (Jakarta : Dekdikbud, 2014), h.2. 
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4. Melakukan input Rencana Kegiatan Alokasi dan Anggaran (RKAS) 

pada sistem yang telah disediakan oleh kementrian. 

5. Memenuhi ketentuan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan 

transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan dana BOS regular. 

6. Menyelenggarakan keadministarasian pertanggung jawaan penggunaan 

dana BOS regular secara lengkap. 

7.  Melakukan konfirmasi dana sudah diterima malalui laman Bos. 

Kemdikbud. G.id. 

8. Menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS. 

9. Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana 

BOS regular yang diterima. 

10. Bersedia diaudit oleh lembaga yang memiliki kewenangan melakukan 

audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan 

terhadap seluruh dana yang dikelola sekolah, baik yang berasal dari 

dana BOS Reguler maupun dari sumber lain. 

11. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat. 

Agar pelaksanaan tugas di atas dapat terlaksana dengan baik, maka 

kepala sekolah perlu melakukan kordinasi atau rapat kerja tim, kebijakan 

tentang BOS regular, membagi tugas siapa dan mengerjakan apa, memahami 

prinsip-prinsip penggunaan dana BOS, dan melakukan monitoring dan evaluasi 

kerja tim. 

a. Regulasi dan mekanisme Pengelolaan dana BOS 

Pengelolaan dana BOS regular di sekolah dengan ketentuan sebagai 

berikut:26 

Besaran alokasi dana BOS terdiri atas: 

a. besaran alokasi dana BOS regular 

 
26Salinan Lampiran Peraturan Menteri Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

2020 Tentang Petunjuk Bantuan Operasional Sekolah Reguler, h. 5. 
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b. besaran alokasi dana BOS kinerja 

1. besaran alokasi dana BOS regular sebagaimana yang dimaksud pasal 22 

dihitung berdasarkan besaran satuan biaya dana BOS regular pada masing-

masing daerah dikalikan dengan jumlah peserta didik. 

2. Besaran biaya dana BOS regular pada masing-masing daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan menteri. 

3. Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan peserta didik yang 

memiliki NISN pada satuan pendidikan penerima dana BOS regular 

berdasarkan data aplikasi dapodik pada tanggal 31 agustus tahun anggaran 

sebelumnya. 

4. Perhitungan jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud ayat 3 untuk SMP, 

SMA penerima peserta reguler yang berbentuk sekolah terbuka dihitung 

berdasarkan total jumlah peserta didik yang disatukan dengan sekolah induk. 

Dalam hal SDLB,SMPLB,SMALB,SLB, sekolah terintegrasi dan 

satuan pendidikan yang berada di daerah khusus yang ditetapkan sebagai 

penerima dana BOS reguler memiliki jumlah peserta didik kurang dari 60 maka 

jumlah peserta didik untuk penghitung besaran alokasi dana BOS reguler 

ditetapkan 60 peserta didik. 

Adapun mekanisme pengelolaan dana BOS yaitu:. 

1. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dikelola oleh Sekolah dengan 

menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah yaitu kewenangan sekolah 

untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program sesuai 

dengan kondisi dan kebutuhan suatu sekolah. 

2. Perencanaan ini mengacu pada suatu hasil evaluasi diri sekolah. 

3. Sekolah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan dana  BOS 

regular sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah yang memperhatikan 

prinsip-prinsip pengelolaan dana BOS regular. 
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4. Penggunaan dana BOS regular hanya untuk kepentingan peningkatan layanan 

pendidikan yang ada disekolah dan tidak ada intervensi pemotongan dari 

pihak manapun. 

5. Penggunaan dana BOS regular harus didasarkan pada kesepakatan dan 

keputusan bersama antara tim Bantuan BOS sekolah, guru, serta komite 

sekolah. Hasil kesepakatan diatas dituangkan secara tertulis dalam bentuk 

berita acara rapat dan ditanda tangani oleh peserya rapat. 

6. Pengelolaan dana BOS regular di sekolah dilakukan oleh tim Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS)  sekolah. 

b. Tujuan dana BOS 

Menurut buku petunjuk teknis penggunaan dan pertanggung jawaban keuangan 

dana BOS, secara umum program BOS bertujuan untuk mewujudkan layanan 

pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat yang  

secaraumum program Dana BOS bertujuan meringankan beban masyarakat terhadap 

pembiayaan pendidikan yang bermutu. Secara khusus program Dana BOS bertujuan 

untuk:27 

1. menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dari beban       

biaya pendidikan sekolah, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta. 

2. menggratiskan seluruh siswa SD Negeri maupun SMP Negeri biaya operasional 

sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf Internasioanal (RSBI) dan 

Sekolah  Bertaraf Internasioanal (SBI).PKPS- BBM (Program Kompensasi 

pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak) bidang pendidikan, karena hampir 

semua komponen dari ketiga program tersebut dibiayai oleh pemerintah. 

3. Meringankan beban biaya operasioanal sekolah bagi siswa di sekolah swasta. 

Hal tersebut menggambarkan bahwa program BOS bermanfaat pada 

 
27 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 511 Tahun 2019 tentang Petunjuk 

Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2019. h.3 
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penuntasan wajib belajar 9 tahun, yakni sekolah dasar dan sekolah menengah 

pertama negeri maupun swasta. Sekolah program kejar paket A dan B Serta 

SMP terbuka tidak termasuk dalam sasaran dari pembelajaran PKPS- BBM 

(Program Kompensasi pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak) bidang 

pendidikan, karena hamper semua komponen dari ketiga program tersebut 

dibiayai oleh pemerintah. 

4. Memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi siswa miskin 

untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu. 

5. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah. 

Namun secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban 

masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang 

bermutu, perencanaan program dilakukan secara terpusat yang dapat dilaksanakan oleh 

kementrian pendidikan dan kebudayaan dan kementrian agama. Pengelokasian jumlah 

penerima BOS dilakukan oleh TIM PPKS BBM pusat yang penetapannya berdasarkan 

data yang diusulkan dan setelah memperoleh verifikasi dari tim PPKS BBM 

kabupaten/kota yang selanjutnya menetapkan sekolah penerima dana BOS. 

c. Komponen Pembiayaan dana BOS 
 

Penggunaan dana BOS di satuan pendidikan harus berdasarkan pada 

kesepakatan dan keputusan bersama antara tim manajemen BOS sekolah,  kepala 

sekolah, bendahara,dewan guru, komite sekolah. Hasil dari kesepakatan tersebut harus 

dituangkan  

Banyak komponen yang berperanan dalam peningkatan mutu pendidikan di 

sekolah seperti siswa, guru, kurikulum, pengelolaan sekolah, proses belajar mengajar, 

pengelolaan dana, supervisi, dan hubungan sekolah dengan lingkungan. 28 

 
28 Hadari Nawawi, Administrasi Pendidikan (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2008). 
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 Hasil dari kesepakatan tersebut harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk 

berita acara rapat yang ditanda tangani oleh para peserta rapat. Kesepakataan 

penggunaan Dana Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) harus berdasarkan skala 

prioritas kebutuhan satuan pendidikan, khususnya untuk membantu mempercepat 

pemenuhan standard pelayanan yang minimal dan standard nasional pendidikan. 

Dana BOS yang akan diterima oleh satuan pendidikan, dapat digunakan untuk 

membiayai komponen kegiatan sebagaimana penjelasan berikut: 

1. Pengembangan Perpustakaan29 

a. Prioritas utama adalah membeli buku teks pelajaran untuk peserta didik dan 

pegangan guru sesuai dengan kurikulum yang akan digunakan oleh satuan 

pendidikan. 

b. Membeli buku pengayaan dan referensi untuk memenuhi Standar 

Pelayanan minimal. 

c. Pemeliharaan buku atau koleksi perpustakaan. 

d. Peningkatan Kompetensi tenaga perpustakaan. 

e. pemeliharaan perabot perpustakaan. 

f. Pengembangan database perpustakaan 

g. pemeliharaan dan pembelian AC perpustakaan 

2. Kegiataan Penerimaan Peserta Didik Baru30 

a. semua jenis pengeluaran dalam rangka penerimaan peserta didik baru 

termasuk pendaftaraan ulang untuk peserta didik lama. 

b. Semua jenis pengeluaraan dalam rangka pendataan Dapodikdasmen 

 
29 Suhriyatul Hasanah, ‘Implementasi Program Pengembangan Mutu Sarana Prasarana 

Perpustakaan Melalui Penataan Ruang Perpustakaan Sman 1 Ciomas’, Tarbawi: Jurnal Keilmuan 

Manajemen Pendidikan 3, no. 02 (2017): h. 225–34. 
30 Miftahus Sholihin and Siti Mujilahwati, ‘Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis 

Web (Online) Di SMK Muhammadiyah 7 Kedungpring Lamongan’, Jurnal Teknika 6, no. 1 (2014): h. 

557–60. 
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c. Pembuatan spanduk sekolah bebes pengutan 

3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 

a. Membeli dan mengganti alat peraga IPA yang diperlukan satuan 

pendidikan untuk memenuhi SPM di tingkat SD 

b. Mendukung penyelenggaraan pembelajaran aktif, kreatif, efektif  pada 

tingkat SD. 

c. Pengembangan pendidikan karakter atau penumbuhan budi pekerti. 

d. Pemantapan persiapan ujian 

e. Pembelajaran remedial dan pengayaan. 

f. Olaraga, kesenian, karya ilmiah, remaja, pramuka dan palang merah 

remaja. 

g. Usaha kesehatan sekolah (UKS) 

h. Pendidikan dan pengembangan sekolah sehat, aman, ramah anak dan 

menyenangkan. 

i. Pembiayaan lomba- lomba yang tidak dibiayai dari dana pemerintah 

atau pemda, termasuk biaya untuk transportasi dan akomodasi pesrta 

didik dalam rangaka mengikuti lomba dan biaya pendaftaran mengikuti 

lomba. 

4. Kegiatan Ulangan dan Ujian 

a. Kegiatan yang dapat dibiayai adalah kegiatan ulangan harian, ulangan 

tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas dan 

ujian sekolah. 

b. Komponen pembiayaan dari kegiatan diatas dapat dibayarkan adalah 

fotocopy atau penggandaan soal, fotocopy laporan pelaksanaan hasil 

ujian untuk disampaikan oleh guru kepada kepala sekolah, serta dari 

kepala sekolah ke dinas pendidikan dan orang tua. 

5. Pembelian Bahan Habis Pakai 



22 

 

 

a. Pembelian buku tulis, kapur, spidol, pensil, pulpen, kertas, bahan 

pratikum, buku induk peserta didik, buku inventaris. 

b. Pembelian alat tulis kantor seperti, tinta printer dab flash disk. 

c. Pembelian makanan dan minuman  untuk kebutuhan sehari hari di 

satuan pendidikan. 

d. Pengadaan suku cadangan alat kantor 

e. Pembelian alat – alat kebersihan  

6. Langanan Daya dan Jasa 

a. Baiaya langanan listrik dan air 

b. Membeli genset atau jenis lainya yang cocok di daerah tertentu seperti 

panel surya. 

7. Perawatan Sekolah atau Rehab Ringan dan Sanitasi Sekolah 

a. Pengecetan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela. 

b. Perbaikan melebar, termasuk pembelian meja dan kursi peserta didik. 

c. Perbaikan sanitasi sekolah seperti WC untuk menjamin WC peserta 

didik berfungsi dengan baik. 

d. Perbaikan saluran pembuangan dan saluran air hujan. 

e. Perbaikan lantai atau keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainya. 

8. Pembayaraan Honorarium Bulanan 

a. Guru honorer31 

b. Tenaga administrasi Sekolah. 

c. Pegawai perpustakaan. 

d. Penjaga Sekolah. 

e. Petugas Satpam. 

 
31 Hidayat Mustafid, ‘Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Budaya 

Organisasi’, Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan 3, no. 01 (2017), h. 1–14, 
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f. Petugas Kebersihan. 

 

9. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan 

a. Kegiatan KKG atau KKKS bagi satuan pendidikan yang diperbolehkan 

menggunakan dana BOS untuk biaya transport kegiatan apabila  

b. Menghadiri Seminar yang terkait langsung dengan peningkatan mutu 

guru dan tenga kependidikan, apabila ditugaskan oleh satuan 

pendidikan. Biaya yang dapat dibayarkan adalah biaya pendaftaran dan 

akomodasi apabila seminar diadakan diluar satuan pendidikan. 

c. Mengadakan workshop lokal karya untuk peningkatan mutu, seperti 

dalam rangka pementapan penetapan kurikulum atau silabus, 

pementapan kapasitas guru dalam rangka penerapan rencana 

pelaksanaan pembelajaran, pengembangan dan penerapan program 

penilaian kepada peserta didik. 

4. Mutu Pendidikan 

      a. Pengertian Mutu Pendidikan 

 Secara umum mutu pendidikan merupakan suatu gambaran karekteristik yang 

menyeluruh dari barang dan jasa yang menunjukan kemampuanya dalam memuaskan 

kebutuhan yang diharapkan, dalam konteks pendidikan, mutu pendidikan ialah hal 

yang mengacu pada konteks hasil pendidikan pada prestasi yang akan dicapai oleh 

sekolah pada setiap kurun waktu tertentu, prestasi yang dicapai dapat berupa hasil tes 

kemampuan akademis maupun non akademis.32 

 Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu dimaksudkan dalam hal yang 

mengacu kepada input, proses, dan output pendidikan. Input adalah tempat tersedia 

 
32 Muhammad Fadhli, ‘Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan’, TADBIR : Jurnal Studi 

Manajemen Pendidikan 1, no. 2 (2017): h.215–40, 
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berlangsunya suatu proses yang dimaksud berupa sumber daya dan perangkat lunak 

serta harapan- harapan sebagai pemandu keberlangsunganya proses. Input terbagi 

menjadi empat yaitu : 

1. Input Sumber Daya Manusia (SDM) yang meliputi kepala sekolah, guru, 

pengawas, staf TU, dan siswa. 

2. Input Sumber Daya meliputi peralatan, perlengkapan, uang, dan bahan. 

3. Input Perangkat meliputi struktur keorganisasian, peraturan perundag – 

undagan, deskripsi tugas, kurikulum, rencana dan program. 

4. Input Harapan yang meliputi, visi, misi, strategi, tujuan dan sasaran sekolah. 

       Proses pendidikan dikatakan bermutu tinggi apabila pengkordinasian dan 

penyerasian serta pemanduan input sekolah dilakukan secara harmonis, sehingga 

mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan, mampu 

mendorong motivasi belajar peserta didik dan mampu memberdayakan peserta 

didik. 

Output pendidikan adalah kinerja sekolah yang dihasilkan dari proses    

pendidikan, output pendidikan dapat dinyatakan tinggi jika prestasi sekolah tinggi 

dalam hal akademik maupun non akademik dan prestasi kinerja sekolah dan guru 

meningkat. 

Terdapat 5 (lima) dimensi pokok yang dapat menentukan kualitas 

penyelenggaraan pendidikan, yaitu: 

1. Keandalaan (reability), yaitu kemampuan memberikan pelayanan 

yang dijanjikan secara tepat waktu, akurat, dan memuaskan. 
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2. Daya tangkap (responsiveness), kemauan para tenaga kependidikan 

untuk membantu para peserta didik dan memberikan pelayanan 

dengan tanggap. Proses pembelajaran ini hendaknya diupayakan 

interaktif dan memungkinkan para peserta didik mengembangkan 

kreatifitas, kapasitas, dan kapabilitas. 

3. Seluruh tenaga kependidikan harus benar – benar kompoten 

dibidangnya masing – masing dimana pendidikan yang positif di mata 

masyarakat, sikap dan perilaku seluruh tenaga kependidikan 

mencerminkan profesionalisme dan kesopanan. 

4. Empati, yaitu memudahkan dalam melakukan hubungan komunikasi 

yang baik antara murid dan guru. 

5. Bukti langsung (tangible), yaitu fasilitas fisik, perlengkapan, tenaga 

kependidikan dan sarana komunikasi.33 

b. Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan 

Peningkatan mutu pendidikan di sekolaha memerlukan pola pemikiran yang 

mengandung sekolah sebagai suatu sistem. Sekolah terdiri dari berbagai komponen 

yang saling behubungan dan membutuhkan, saling berinteraksi antara satu dengan 

yang lainya. 

Selain itu ada beberapa yang dapat dilakukan dalam meningkatkan mutu 

pendidikan yaitu: 

1. Peningkatan Kualitas Guru 

 
33E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional Dalam Konteks Menyukseskan MBS dan 

KBK (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 227-228. 
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Guru yang telah memiliki posisi yang sangat penting dalam pengembangan 

potensi yang dimiliki peserta didik. Salah satu cara meningkatkan kualitas guru 

yaitu mengikuti penataran atau memperbanyak membaca. 

2. Peningkatan materi pembelajaran 

Peningkatan mutu pendidikan berupa materi dapat dilakukan dengan cara 

memberikan atau menambah lebih luas akan pengetahuan. 

1. Peningkatan dalam penggunaan metode 

Metode adalah alat yang akan dipakai untuk mencapai tujuan, maka 

sebagai salah satu indikator dalam peningkatan mutu pendidikan perlu adanya 

peningkatan pendidikan dalam pemakaian metode. 

2. Peningkatan sarana 

Sarana merupakan alat atau metode yang digunakan dalam rangka 

peningkatan efektivitas komunikasi dan interaktif edukatif antara pendidik dan 

peserta didiknya. 

3. Strategi dalam peningkatan mutu pendidikan 

Komponen pendidikan harus senantiasa berorientasi pada pencapain mutu. 

Semua program dalam kegiatan pendidikan serta pembelajaran yang ada 

dilembaga pendidikan pada dasarnya harus bisa diarahkan pada pencapain 

mutu. Persoalan mutu hingga saat ini masih menjadi pembahasan diantara 

idealism, yang belum menjadi realitas dalam lembaga pendidikan, maka perlu 

dikerahkan semua pikiran, tenaga, strategi untuk bisa mewujudkan mutu 



27 

 

 

tersebut kedalam lembaga pendidikan.34itu pendidikan perlu adanya 

peningkatan pendidikan dalam pemakaian metode. 

 

4. Peningkatan sarana 

Sarana merupakan alat atau metode yang digunakan dalam rangka peningkatan 

efektivitas komunikasi dan interaktif edukatif antara pendidik dan peserta 

didiknya. 

5. Strategi dalam peningkatan mutu pendidikan 

Komponen pendidikan harus senantiasa berorientasi pada pencapain mutu. 

Semua program dalam kegiatan pendidikan serta pembelajaran yang ada 

dilembaga pendidikan pada dasarnya harus bisa diarahkan pada pencapain mutu. 

Persoalan mutu hingga saat ini masih menjadi pembahasan diantara idealism, yang 

belum menjadi realitas dalam lembaga pendidikan, maka perlu dikerahkan semua 

pikiran, tenaga, strategi untuk bisa mewujudkan mutu tersebut kedalam lembaga 

pendidikan.35 

 c. Indikator – indikator Peningkatan Mutu Dalam Pendidikan 

1. Dilihat dari profesionalitas guru 

a. Seseorang guru harus menguasai materi pelajaran dan iptek. 

b. Guru juga harus mempunyai sikap dan perilaku yang dapat diteladani. 

c. Guru memiliki kecintaan dan berkomitmen terhadap profesi. 

 
34Mujamil Qamar, Manajemen Pendidikan Islam (Surabaya: PT Erlangga, 2007),h.204. 

 
 Mujamil Qamar, Manajemen Pendidikan Islam (Surabaya: PT Erlangga, 2007),h.204. 
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d. Guru menjadi motivator agar peserta didiknya aktif mengikuti 

pelajaran. 

e. Guru harus menguasai berbagai strategi pembelajaran dan teknik 

penilaian. 

 

2. Kurikulum 

a. Kurikulum dikembangkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan 

masyarakat. 

b. Pengembangan kurikulum mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni. 

c. Program pembelajaran disusun secara sistematis dan komprehensif. 

d. Program pembelajaraan mendukung aspek spiritual, intelektual, sosial, 

emosional, kinestetik. 

e. KBM dilakukan untuk mengembangkan potensi peserta didik 

seoptimal mungkin. 

3. Sarana dan prasarana dan sumber belajar 

a. Dimanfaatkan sumber belajar yang bervariasi, termasuk lingkungan. 

b. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung proses belajar dan 

pembelajaran. 

c. Sarana dan sumber belajar mudah diperoleh oleh setiap peserta didik. 

d. Tersedianya buku perpustakaan, koleksi pustaka dan pelayanan yang 

memadai. 

e. Tersedianya buku pelajaran yang bermutu dan layak, sesuai dengan 

jumlah peserta didik. 
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f. Dimanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses 

pembelajaran. 

g. Pengaturan sarana dan prasarana yang menjadi keamanan, kebugaraan, 

kesehatan dan kenyamanan dalam belajar. 

h. Tersedianya laboratorium, fasilitas olaraga, dan ruang kreatif yang 

diperlukan. 

Dari indikator-indikator peningkatan mutu pendidikan yang ada di atas 

peneliti berfokus pada satu indikator yaitu sarana dan prasarana yang ada di 

sekolah. 

C. Kerangka Konseptual 

a.  Pengelolaaan  dana BOS efektif jika dalam pengelolaan dana BOS 

sudah dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan Juknis. Dalam 

pengelolaan BOS harus ada perencanaan dan pengawasan agar dalam 

pengelolaan program BOS dapat membantu meningkatkan Mutu 

pendidikan adapun data pengelolaan dana BOS yaitu dari tahun 2020 

Triwulan II. 

b. Mutu Pendidikan mengacu kepada input, proses, dan output pendidikan. 

Input adalah tempat tersedia berlangsunya suatu proses pembelajaran 

yang dilihat dari indikator mutu pendidikan seperti profesionalitas guru, 

kurikulum, sara dan prasarana yang akan menunjang mutu pendidikan.  
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D. Kerangka Berpikir 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Pikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Jika dilihat dari pendekatannya, penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif yaitu penelitian menggunakan data yang memanfaatkan data deskriptif, baik 

berupa kata yang tertulis maupun lisan dari pelaku yang dapat diamati.36 Penelitian 

kualitatif adalah metode penelitian yang tidak membutuhkan populasi dan sampel. 

Sedangkan dilihat dari jenis penelitiannya, jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian lapangan (field research), yakni suatu penelitian atau pengumpulan 

data yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.37 

Jadi penelitian ini akan membahas efektivitas pengelolaan dana BOS di UPTD SD 

Negeri 73 Parepare. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian. 

Adapun lokasi penelitian ini bertempat di UPTD SD Negeri 73 Parepare, yang 

berada di Jalan Laupe, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

 

 

 
36Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.105. 
37Suharismi Arikunto, Dasar Dasar Research (Bandung: Tarsoto, 1995), h.58. 
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2. Waktu Penelitian 

Kegiatan penelitian ini dilakukan selama kurang lebih satu bulan  disesuaikan 

dengan kebutuhan penelitian yang dilakukan.  

C. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat 

diperoleh.38Jenis data yang digunakan mengacu pada data primer dan data sekunder; 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung tanpa melalui pihak 

perantara dari subjek penelitian dengan teknik pengambilan data langsung pada 

subjek sebagai sumber data yang dicari.39 Untuk bisa mendapatkan data primer, 

peneliti wajib mengumpulkan data secara langsung dilapangan dengan teknik yang 

digunakan peneliti yaitu, wawancara dan dokumentasi. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data.40Data yang tidak langsung disini dimaksud adalah data 

yang melalui perantara, diperoleh oleh dan dicatat terlebih dahulu oleh pihak lain 

yakni berupa buku, artikel/jurnal, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang 

berkaitan dengan penelitian. Dokumen- dokumen dalam penelitian ini berupa foto 

dan data-data yang berhubungan dengan masalah penelitian. 

 
38Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 

2002), h.107. 
39Saefuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h.91. 
40Amiruddin and Zainal Azikin, Pengantar Metode Penelitian (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2003), h.326. 
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D. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi ruang lingkup penelitian dan 

memperjelas relevansinya dengan data yang dikumpulkan peneliti. Oleh karena itu, 

penelitian ini berfokus pada efektivitas pengelolaan dana BOS terhadap mutu 

pendidikan di UPTD SD Negeri 73 Parepare.  

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Teknik atau metode pengumpulan data adalah suatu prosedur yang tersusun 

secara sistematis dan standar guna untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data 

adalah sebagai berikut: 

1. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah suatu kegiatan percakapan yang bertujuan untuk 

membahas suatu masalah tertentu yang dinyatakan dengan tanya jawab secara 

lisan, dimana ada dua orang atau lebih yang saling berhadapan dalam bentuk 

fisik. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data berupa informasi yang 

sangat jelas untuk subjek penelitian.41 Pedoman wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti berupa inti dari permasalahan yang akan ditanyakan.42 Dalam penelitian 

ini peneliti akan melakukan wawancara dengan informan yaitu  kepala sekolah, 

komite sekolah, bendahara, guru di UPTD SD Negeri 73 Parepare. 

2. Dokumentasi 

 
41Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2013), h.160. 
42Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D) 

(Bandung: Alfabeta, 2010), h.197. 
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Dokumentasi adalah suatu catatan berbagai kejadian yang telah berlalu 

berupa tulisan, gambar, atau sebuah karya yang penting bagi seseorang. Untuk 

mengumpulkan sebuah data yang lengkap  dan terpercaya maka peneliti 

menggunakan dokumentasi untuk mendapatkan data yang akurat mengenai hal-

hal yang berhubungan dengan penelitian ini.43 Dokumentasi merupakan suatu 

teknik pengumpulan data dengan cara dilihat kemudian dicatat untuk dijadikan 

suatu laporan yang tersedia, sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman. 

3. Matriks 

Secara umum matriks penelitian adalah sekumpulan angka yang 

mewakili tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, matriks dikembangkan untuk 

menjelaskan data yang terkandung dalam pedoman wawancara. 

F. Uji Keabsahan Data 

a. Trianggulasi 

Trianggulasi dalam uji kredibilitas diartikan sebagai sebuah 

pengecekan data dari berbagai sumber, cara, dan waktu. Dengan begitu, 

maka trianggulasi dikelompokkan menjadi trianggulasi sumber, trianggulasi 

teknik pengumpulan data, dan trianggulasi waktu. 

1) Trianggulasi sumber 

Trianggulasi sumber berfungsi untuk menguji data secara kredibilitas 

dengan cara memeriksa data yang telah dihasilkan melalui berbagai 

sumber. Namun dengan pendapat berbagai sumber tidak dapat 

disamaratakan seperti dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian 

 
43I Wayan Suwendra, Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, 

Kebudayaan Dan Keagamaan (Bandung: Nilackra, 2018), h.65. 
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kualitatif, data dari pandangan setiap orang harus dideskripsikan dan 

dikategorikan, sehingga data yang telah dianalisis peneliti menghasilkan 

kesimpulan yang kemudian akan dimintakan kesepakatan (member 

check) dengan berbagai sumber data diatas. 

2) Trianggulasi Teknik  

Trianggulasi teknik berfungsi untuk menguji data secara kredibilitas 

dengan cara memeriksa data dari sumber yang sama, namun dengan 

teknik yang berbeda. Teknik yang dilakukan dapat berupa wawancara, 

observasi, dokumentasi, kemudian kuesioner. Jika dengan melakukan 

berbagai teknik tersebut  memperoleh data yang berbeda, maka peneliti 

melakukan diskusi kembali ke sumber data yang bersangkutan atau 

sumber yang lain, untuk dipastikan data mana yang dianggap benar. Atau 

mungkin semuanya benar, karena sudut pandang sumber berbeda-beda. 

3) Trianggulasi Waktu 

Trianggulasi waktu juga berperan dalam mempengaruhi kredibilitas 

data. Data yang diperoleh dengan melakukan wawancara di pagi hari pada 

saat narasumber masih segar, belum banyak pikiran mengenai masalah-

masalah sehingga data yang diberikan menjadi lebih valid dan menjadi 

kredibel. Untuk itu dalam rangka uji kredibilitas data dapat melakukan 

pengecekan dengan teknik wawancara, observasi, atau berbagai teknik 

yang lain dalam waktu dan situasi yang berbeda. Jika hasil uji data yang 

dilakukan berbeda-beda, maka harus dilakukan uji data berikutnya 

sampai menemukan kejelasan dan kebenaran data tersebut.  
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G. Teknis Analisis Data 

 Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, 

mengelompokkan, member kode/tanda dan mengkategorikanya sehingga di peroleh 

suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin di jawab, melalui serangkaian 

aktifitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa 

di sederhanakan untuk akhirnya bisa di pahami dengan mudah.44 

  Analisis data dilakukan setiap saat pengumpulkan di lapangan secara 

berkesinambungan. Diawali dengan proses klarifikasi data agar tercapai konsistensi, 

dilanjutkan dengan langkah abstraksi-abstraksi teoritis terhadap informasi lapangan, 

dengan mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat memungkinkan 

dianggap mendasar dan universal.45Analisis data kualitatif merupakan upaya yang 

berkelanjutan berulang dan terus menerus. Dalam hal ini, terdapat tiga tahapan yang 

harus di kerjakan dalam menganalisis data kualitatif, yaitu; 

1. Reduksi data 

 Mereduksi/reduksi data adalah proses analisis untuk memilih, memusatkan 

perhatian, menyederhanakan, mengabstrasikan serta menginformasikan serta 

mentransformatikan data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Dengan 

demikian data yang telah di reduksi akan mendapatkan gambaran yang jelas dan 

memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.46 Data 

yang didapat di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara 

teliti dan rinci.  

 
 44 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), h. 209. 

 45 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif (Cet. III; Jakarta: PT Raja Granfindo Persada, 

2004), h. 106-107. 

 46 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantotatif, kualitattif, R&D), 

(Bandung: ALFABETA, 2015), h. 338 
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2. Penyajian data 

 Penyajian data di lakukan untuk meningkatkan pemahaman kusus dan 

sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian 

data. Melalui analisis data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam 

pola hubungan sehingga mudah dipahami.  

 Dalam penelitian ini data yang telah terorganisir disajikan dalam bentuk 

deskripsi informasi yang sistematis dalam bentuk narasi, tabel, dan di dukung 

dengan matriks instrumen penelitian. 

3. Penarikan kesimpulan  

 Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau 

memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau 

proposisi. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah kegiatan analisis data yang 

berlangsung dilapangan maupun setelah selesai lapangan. 

 Penarikan kesimpulan/verifikasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

a. Pertama, menyusun simpulan sementara. Dikatakan sementara karena selama 

penelitian berlangsung akan diperoleh data tambahan, maka dilakukan verifikasi 

data, yaitu dengan cara mempelajari data-data yang ada dan melakukan diskusi 

dengan teman sejawat dengan tujuan agar data diperoleh lebih tepat dan objektif. 

b. Kedua, menarik kesimpulan akhir dengan jalan membandingkan 

kesesuaian pernyataan responden dengan makna yang terkandung dalam  masalah 

penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Bentuk Pengelolaan Dana BOS Terhadap Mutu Pendidikan di UPTD SD 

Negeri 73 Parepare 

Bentuk pengelolaan dana BOS merupakan program sekolah yang dapat dilihat 

dari pengelolaan dana BOS itu sendiri, yang melalui beberapa prosedur pengelolaan 

yang sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS dari pemerintah. Dana BOS 

merupakan program pemerintah yang pada dasarnya untuk menyediakan pendanaan 

biaya satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar. 

Dalam menjalankan pengelolaan dana BOS, tentu adanya dukungan penuh dari 

kepala sekolah yang menjadi salah satu pengelola dari dana BOS sekolah, berdasarkan 

hasil wawancara yang dilakukan peneliti, kepada Bapak Andi Pajung, S.Pd, M.Pd. 

yaitu : 

“Pengelolaan dana BOS di Sekolah ini, belum terlalu memadai terutama dari 

segi sarana dan prasarana yang ada di sekolah, dimana dalam pembelian barang 

atau sarana dan prasarana misalnya papan tulis yang harus pembeliannya 

melalui aplikasi SIPLAH (Sistem Informasi Pengelolaan Sekolah) atau online 

dalam pembelian lewat SIPLAH ini terkadang harga barang terlalu mahal 

dibandingkan dengan harga yang ada ditoko, belum lagi pihak sekolah harus 

menunggu pemesanan sampai ke sekolah ditambah lagi dengan adanya biaya 

administrasinya. Kemudian masalah kedua yaitu sering mengalami 

keterlambatan pencairan dana BOS yang ada disekolah, tentu aplikasi tersebut  

tidak bisa digunakan jadi sarana dan prasarana di sekolah mengalami 

kekurangan dikarenakan masalah dana BOS.”47 

 Berdasarkan dari hasil wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwa pengelolaan 

dana BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare masih kurang memadai dikarenakan dalam 

 
47 H. Andi Pajung, S.Pd, M.Pd. Kepala UPTD SD Negeri 73 Parepare, Wawancara di Parepare,  

Pada Tanggal 20 Desember 2022. 



39 

 

 

pembelian sarana dan prasarana sekolah harus menggunakan aplikasi SIPLAH akan 

tetapi melalui aplikasi tersebut terkadang harga barang yang ada di SIPLAH relatif 

mahal, belum lagi pemesana di luar daerah, yang harus menunggu barang akan sampai 

kesekolah, kemudian dari keterlambatan pencairan dana BOS yang sering mengalami 

keterlambataan. 

Bentuk pengelolaan dana BOS dikemukakan oleh Ibu Hj. Hastuti, S.Pd.,selaku 

Bendahara mengatakann bahwa : 

“Menurut saya pengelolaan dana BOS ini sering mengalami keterlambatan 

pencairan dana, sehingga sarana dan prasarana di sekolah sering mengalami 

kekurangan, seperti peralatan pendidikan, media pedidikan, buku dan sumber 

belajar lainya, terutama pada buku pelajaran dan media pendidikan, siswa 

sering mengalami kekurangan buku paket, terkadang siswa yang dibagikan 

buku paket di lihat dari jarak rumahnya masing-masing karena 1 buku biasanya 

2 orang, kemudian media pendidikan seperti alat peraga praktek di sekolah ini 

masih kurang, yang dimana alat media praktek ini sangat dibutuhkan siswa . 

sarana dan prasarana sekolah tentunya harus ditambah karena sarana prasarana 

sekolah ini dapat menunjang mutu pendidikan sekolah.”48 

 Dari hasil wawancara dengan Bendahara sekolah dapat disimpulkan bahwa dalam 

pengelolaan dana BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare, belum baik karena pencairan 

dana BOS  sering mengalami keterlambatan, jadi sarana dan prasarananya pun masih 

mengalami kekurangan terutama buku paket dan media pendidikan yang sangat 

dibutuhkan demi menunjang mutu pendidikan di UPTD SD Negeri 73 Parepare. 

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dari salah satu guru Ibu Nettinawati, S.Pd. 

yaitu : 

 
48 Hj. Hatuti, S.Pd. Bendahara UPTD SD Negeri 73 Parepare, Wawancara di Parepare Pada 

Tanggal 20 Desember 2022 
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“Iya, benar adanya pengelolaan dana BOS di sekolah ini belum terlalu baik, 

yang dalam pengelolaanya sering mengalami keterlambatan pencairan dana 

BOS,yang mengakibatkan sarana dan prasaran di sekolah ini kurang.”49 

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana BOS dapat 

berjalan dengan baik jika pencairan dana BOS tidak mengalami keterlambatan. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Komite sekolah yakni Bapak 

Rudi, S.Pd. yaitu: 

“Pengelolaan dana BOS sekolah ini belum terlalu baik, mengapa saya katakan, 

dapat kita lihat dari segi pencairan dana BOS, segi sarana dan prasarana yang 

belum memadai, dalam pencairan dana BOS yang mengalami keterlambatan tentu 

tentunya berdampak kepada sarana dan prasaran sekolah dari kurangnya buku 

bahan ajar bagi siswa, keterlambatan gaji guru yang non PNS, dan pembiayaan 

listrik dan air yang tidak mungkin ditunda pembayarannya.”50 

Dari hasil wawancara di atas dapat kita pahami bahwa pengelolaan dana BOS 

belum terlalu memadai dari segi sarana dan prasarana maupun dari segi pencairan dana 

BOS itu sendiri. Yang dimana dengan adanya keterlambatan tersebut sehingga sarana 

dan prsarana di sekolah belum mengalami penambahan atau dalam artian masih 

kurang, kemudia gaji non PNS pun mengalami keterlambatan, dan biaya pembayaraan 

listrik dan air pun memangaki uang pribadi kepala seolah karena listrik dan air memang 

harus cepat dibayar sesuai dengan jadwal pembayaran.  

Adapun hasil Wawancara kepala sekolah mengenai berapa banyak dana yang 

diterima pada tahun 2020 pada Triwulan II yaitu : 

“Pada anggaran dana pada triwulan kami menerima dana Sebesar Rp.46. 

800.000 pada tahap ke III tersebut dana di gunakan untuk program-

program sekolah yang diantaranya, peserta didik baru, pengembangan 

 
49 Nettinawati, S.Pd. Guru UPTD SD Negeri 73 Parepare, Wawancara di Parepare, Pada 

Tanggal 22 Desember 2022. 
50 Rudi, S.Pd, Komite UPTD SD Negeri 73 Parepare, Wawancara di Parepare, Pada Tanggal 

22 Desember 2022. 
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perpustakaan, kegiatan pembelajaraan ekstrakulikuler, kegiatan 

evaluasi Pembelajaran, administrasi kegiatan sekolah, pengembangan 

profesi guru dan tenaga kependidikan, laganan daya dan jasa, 

pemeliharaan sarana dan prasarana, penyediaan alat multi media 

pembelajaran, pembiayaan honor.” 51 

1. Pengelolaan Keuangan Sekolah 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal membutuhkan uang dalam 

mengelola sumber daya sekolah, keuangan dan pembiayaan sekolah berkaitan 

dengan manajemen keuangan sekolah dituntut untuk mempertanggung jawabkan 

pengelolaan keuangan sekolah secara Transparansi, Akuntabilitas, Efektif dan 

Efisien sehingga kegiatan operasional pendidikan semakin meningkat.”52 

a. Transparansi 

 Transparansi Pengelolaan Keunagan Sekolah berarti keterbukaan sumber 

keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggung jawabanya harus jelas 

sehingga bisa memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. 

Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orang 

tua, masyarakat, dan pemerintah dalam penyelengaraan seluruh program pendidikan di 

sekolah. Disamping itu transparansi dapat mencitakan kepercayaan timbale balik 

antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa, dan warga sekolah melalui penyediaan 

informasi yang menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan 

memadai. 

 
51 H. Andi Pajung, S.Pd, M.Pd. Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 73 Parepare, Wawancara di 

Parepare, Pada Tanggal 20 Desember 2022. 
52 Sutomo, Manajemen Sekolah, ( Semarang: UPT Unnes Press, 2011), h. 11. 
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Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Kepala Sekolah  

mengenai transparansi Penegelolaan Keuangan yaitu: 

“Sekolah menyediakan informasi dimulai dari awal tahun dengan membuat 

RKAS yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan tiap-tiap kegiatan 

pendidikan yang ada di sekolah dan selalu membuat laporan keuangan 

yang dilaporkan pada setiap akhir tahun dan memberikan akses kepada 

pihak- pihak yang membutuhkan akses tentang pengelolaan dana BOS 

yang ada di sekolah dan dalam pengelolaan keuangan sekolah yang 

transparan kita melakukan pencatatan secara terbuka, dimana pertemuan 

rapat kerja pengelolaan keuangan sekolah memperlihatkan buku KAS 

sekolah dimana setiap anggaran dana yang masuk, dana yang keluar 

diperuntukan untuk diketahuai oleh semua guru, komite dan semua pihak-

pihak sekolah maupun masyarakat. Pengelolaan dana BOS harus dilakukan 

secara transparan agar meningkatkan kepercayaan masyarakat dan orang 

tua siswa karena pengelolaan dana BOS dilakukan secara terbuka 

dibuktikan dengan pertanggung jawaban akuntabilitas dari sekolah kepada 

masyarakat”53 

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penyediaan 

informasi dana BOS secara transparan dilakukan secara terbuka yang dapat dilihat 

dari laporan RKAS sekolah yang dilaksanakan pada akhir tahun, pencatatan secara 

terbuka dengan pihak sekolah dengan memperlihatkan buku KAS pemasukan dan 

pengeluaran dana BOS tersebut. 

Kemudian diperkuat dengan hasil wawancara Guru UPTD SD Negeri 73 Parepare 

yaitu: 

“Pengelolaan dana BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare sudah dilakukan 

secara transparan bahwa pencatatan dana BOS dibuku Kas sekolah yang 

dilakukan secara transparansi dengan menyertakan bukti-bukti kwitansi 

 
53 H. Andi Pajung, S.Pd, M.Pd. Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 73 Parepare, Wawancara di 

Parepare, Pada Tanggal 20 Desember 2022. 
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penggeluaran yang dilakukan oleh pihak sekolah, pengelolaan dana BOS 

yang transparan juga dapat dilihat dari RKAS sekolah yang sudah 

tertempel di papan informasi yang bebas diketahi oleh semua warga 

sekolah dan orang tua siswa. Siapa saja yang membutuhkan informasi 

dapat dilihat melalui papan iformasi, mereka dapat mengetahui berapa 

jumlah dana yang diterima di sekolah dan berapa jumlah pengeluarannya.” 
54 

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu cara 

pengelolaan dana BOS secara transaparan yaitu dengan cara mengakses informasi yang 

ada di sekolah melalui papan informasi pengelolaan dana BOS baik itu jumlah dana 

BOS yang masuk maupun pengeluaran dana yang ada di sekolah. 

b. Akuntabilitas  

Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban dalam mempertanggung jawabkan 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan organisasi yang merupakan bentuk 

pertanggung jawaban kebijakan dan aturan-aturan yang dibuat oleh sekolah yang 

ketentuanya harus sesuai dengan perencanaan yang telah diterapkan. 

Dari hasil wawancara Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 73 Pareparepare yaitu: 

“Sekolah membuat laporan penggunaan dana dalam buku KAS sekolah untuk 

memudahkan dan mengetahui penggunaan dana keuangan sekolah, Akuntabilitas 

dibutuhkan untuk menjadikan laporan pengelolaan keuangan sekolah menjadi 

berkualitas dan dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan terhadap 

penggunaan dana BOS dalam penerapan akuntabilats, dimana tersedianya 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan anggaran pengelolaan dana BOS 

seperti RKAS, LPJ, anggaran kegiatan-kegiatan dengan bukti fisik pencatatan 

penggunaan dana BOS yang sesuai dengan juknis dalam mencapai mutu 

pendidikan akan tetapi pengelolaan dana BOS secara akuntabilitas belum berjalan 

 
54 Nettinawati, S.Pd. Guru UPTD SD Negeri 73 Parepare, Wawancara di Parepare, Pada 

Tanggal 20 Desember 2022. 
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dengan baik dikarenakan adanya keterlambatan pencairan dana yang sangat 

berpengaruh terhadap pelaporan pengunaan atau pengeluaran dana BOS.”55 

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan 

dana BOS dapat dilihat melalui dokumen-dokumen pengelolaan dana BOS yang ada 

di sekolah seperti laporan RKAS, LPJ, dan anggaran-anggaran yang masuk maupun 

penggeluaran dana BOS itu sendiri. 

Adapun hasil wawancara dari Bendahara UPTD SD Negeri 73 Parepare yaitu: 

“Bentuk prinsip akuntabilitas pengelolaan dana BOS yang dilakukan oleh 

Kepala Sekolah yaitu, pelaporan terhadap masyarakat atau orang tua murid 

dengan disertai bukti transaksi penggunaan dan pengeluaran dana pada papan 

pengumuman yang di pajang di luar dinding sekolah, dimana prinsip 

akuntabilitas ini merupakan pertanggung jawaban sekolah terhadap orang tua 

murid dan komite sekolah dengan cara mempublikasikan dan mensosialisasikan 

penggunaan dana BOS sesuai dengan juknis pengelolaan dana BOS.”56 

Dari hasil wawancara  dengan bendahara sekolah dapat disimpulkan bahwa prinsip 

akuntabilitas ini merupakan pertanggung jawaban sekolah terhadap orang tua murid 

dan komite sekolah dengan cara mempublikasikan dan mensosialisasikan penggunaan 

dana BOS sesuai dengan juknis pengelolaan dana BOS. 

3. Efektivitas 

Efektivitas pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah merupakan 

fasilitas dari dana bantuan operasional sekolah dimanfaatkan dan dioptimalkan 

dengan baik untuk kelancaran sekolah agar tercapainya peningkatan kualitas 

fasilitas yang ada dilingkungan sekolah tersebut. Efektivitas adalah kemampuan 

 
55 H. Andi Pajung, S.Pd, M.Pd, Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 73 Parepare, Wawancara di 

Parepare, Pada Tanggal 20 Desember 2022. 
56 HJ. Hastuti, S.Pd. Bendahara UPTD SD Negeri 73 Parepare, Wawancara di Parepare Pada 

Tanggal 20 Desember 2022. 
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melaksanakan tugas atau penyelesaian pekerjaan tepat waktu agar tercapainya 

sesuatu yang diinginkan sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya.  

Dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah yaitu: 

“Terkait pengendalian efektivitas dalam pengelolaan dana BOS di UPTD SD 

Negeri 73 Parepare dalam mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada di 

sekolah yaitu mendahulukan kebutuhan sarana apa saja yang sangat diperlukan 

itulah yang terlebih dahulu kita dahulukan sambil menunggu pencairan dana BOS 

seperti kita ketahui bahwa pencairan dana BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare 

sering mengalami keterlambatan sehingga sarana dan prasarana yang ada di 

sekolah kurang efektif terutama buku paket yang mengalami kekurangan jumlah 

buku paket tidak sesuai jumlah siswa yang ingin menggunakanya sehingga sangat 

dibutuhkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.” 57 

Dari Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam efektivitas 

pengelolaan dana BOS kepala sekolah meprioritaskan sarana dan prasarana yang 

mendesak digunakan sehingga itu yang akan mereka beli terlebih dahulu. 

4. Efisiensi 

Efisiensi dalam pengelolaan dana BOS dilakukan dengan mengotimalkan 

akses, mutu, relevensi, dan daya saing pelayanan suatu pendidikan, prinsip 

efisiensi dalam pengelolaan dana BOS merupakan pemberdayaan sumber daya 

uang sekolah dalam mencapai optimalisasi mutu pendidikan. 

 Adapun hasil wawancara dari Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 73 

Parepare yaitu: 

“Efisiensi pengelolaan dana BOS terhadap mutu pendidikan sangatlah 

penting. Dimana dalam efisiensi dalam pengelolaan keuangan sekolah, 

prinsip efisiensi dapat di implementasikan dengan efisiensi internal 

maupun eksternal, efisensi internal akan menghasilakan otput yang 

 
57 H. Andi Pajung, S.Pd, M.Pd, Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 73 Parepare, Wawancara di 

Parepare Pada Tanggal 20 Desember 2022. 
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diharapkan dengan biaya minimal,perbandingan antara biaya input dan 

efektivitasnya dalam mendukung mutu pendidikan sekolah yang bertujuan 

untuk menentukan kebijakan dalam pengelolaan biaya pendidikan.”58 

Dari hasil wawancara di atas dapat kita simpulkan bahawa  prinsip efisiensi 

dalam pengelolaan keuangan sekolah merupakan pemberdayaan sumber daya 

uang sekolah dalam mencapai optimalisasi akses, mutu, relevansi, dan daya saing 

pelayanan pendidikan.Prinsip efisiensi merupakan pengelolaan keuangan sekolah 

digunakan untuk kegiatan peningkatan mutu pendidikan secara efisiensi guna 

meningkatkan kualitas pendidikan seperti pegadaan buku-buku siswa guna 

menambah wawasan dan ilmu yang dimiliki siswa. 

2.  Pengelolaan dana BOS 

a. Tugas dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana BOS di UPTD SD Negeri 73 

Parepare. 

Tugas dan tanggung jawab sekolah dalam pengelolaan dana Bos salah satunya 

yaitu penyusunan RKAS, merupakan sistem informasi memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi penganggaran, pelaksanaan, dan 

penataan usaha serta Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)  dana BOS di satuan 

pendidikan dasar. 

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Kepala Sekolah  

mengenai penyusunan RKAS yaitu: 

“Penyusunan RKAS di sekolah dilakukan pada awal tahun, yang telah ditetapkan 

dan dirapatkan bersama dengan manajemen dana BOS, kepala sekolah, bendahara, 

 
58H. Andi Pajung, S.Pd, M.Pd, Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 73 Parepare, Wawancara di 
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guru dan komite sekolah, dimana kepala sekolah sebagai penanggung jawab dari 

dana BOS.”59 

 Dari hasil  wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwa, penyusunan RKAS 

dilakukan pada setiap awal tahun anggaran, dimana kepala sekolah sebagai 

penanggung jawab dari dana BOS dimana dalam penyusunan RKAS ini tentu 

melibatkan manajemen dana BOS, bendahara, guru., dan komite sekolah. 

Kemudian hasil wawancara dari Bendahara sekolah yaitu: 

“Penyusunan RKAS di UPTD SD Negeri 73 Parepare dilaksanakan pada setiap 

awal tahun anggaran, dimana bendahara sebagai yang menanggarkan dana BOS 

yang ada di sekolah yang disetujui oleh kepla sekolah.”60 

Hasil wawancara dengan bendahara dapat kita pahami bahwa, 

penyusunana anggaran dana BS Dilaksanakan pada setiap awal tahun anggaran, 

dimana bendahara sebagi seseorang yang menanggarkan dana BOS yang ada, 

kemudian akan disetujui oleh kepala sekolah sebagai penanggung jawab. 

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dari salah satu guru Ibu Nettinawati, S.Pd. 

yaitu : 

“Iya, penyusunana RKAS tentunya disusun pada setiap awal tahun anggaran, 

yang biasanya diawali bulan januari, pihak-pihak yang terlibat sudah 

melakukan penyusunan, saya sendiri sebagai guru tentu tugas saya sebagai 

pengguna dari dana BOS yang ada di UPTD SD Negeri 73 Parepare.”61 

 Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, penyusunan RKAS 

tentunya disusun pada awal tahun anggaran pada bulan januari. 

 
59 H. Andi Pajung, S.Pd, M.Pd. Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 73 Parepare, Wawancara di 

Parepare, Pada Tanggal 20 Desember 2022. 
60 Hj. Hastuti, S.Pd. Bendahara UPTD SD Negeri 73 Parepare, Wawancara di Parepare, Pada 

Tanggal 20 Desember 2022. 
61  Nettinawati, S.Pd. Guru UPTD SD Negeri 73 Parepare, Wawancara di Parepare, Pada 

Tanggal 22 Desember 2022. 
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Berdasarkan wawancara yang dilakukan, kepada Bapak komite sekolah yaitu: 

“Dalam penyusunannya tentunya berdasar pada juknis penyusunan anggaran 

yang dilakukan pada awal tahun, dimana saya sebagai pengawas jalannya 

pengelolaan dana BOS setiap tahunnya.”62 

 Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, dalam penyusunan 

RKAS harus berpedoman dengan juknis penyusunan anggaran, dimana dilakukan pada 

setiap awal tahun anggaran. 

b. Mekanisme Pengelolaan dana BOS 

 Dana Bos dialokasikan oleh pusat berdasarkan jumlah siswa yang ada pada 

setiap sekolah dimana dalam pengelolaan dana BOS dilakukan pada 3 Tahap  

berdasarkan permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, mekanisme pencairan dana BOS 

akan dibagi 3 Tahap Berdasarkan selesainya pelaporan: 

• Tahap 1 cair setelah penyampaian laporan penggunaan Dana BOS tahap II 

tahun sebelumnya 

• Tahap 2 cair  setelah penyampaian laporan penggunaan Dana BOS III tahun 

sebelumnya . 

• Tahap 3 cair setelah penyampaian laporan penggunaan BOS tahap I tahun 

anggaran. 

Dari hasil wawancara peneliti kepada Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 73 

Parepare yaitu: 

“Tahap I harus dipertanggung jawabkan pada akhir maret jika dananya keluar 

(karena terkadan pencairan dana BOS tahap I baru cair dibulan april atau 

terhadap II) secara teori memang dana BOS cair ditahap I sesuai dengan 

tahapnya masing-masing akan tetapi secara fakta terkadang sudah masuk tahap 

II dana BOS tahap I baru cair. Inilah yang sering menjadi kendala pengelolaan 

 
62 Rudi, S.Pd. Komite Sekolah UPTD SD Negeri 73 Parepare, Wawancara di Parepare Pada 
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dana BOS yang pencairanya terlambat sedangkan kebutuhan sekolah sudah 

harus terpenuhi.”63 

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pencairan dana BOS 

sering mengalami keterlambatan pencairan dimana tahap I pencairan dana baru cair di 

Tahap II,ini lah yang menjadi salah satu kendala peningkatan sarana dan prasarana di 

sekolah untuk menunjang Mutu Pendidikan. 

Dari hasil wawancara dengan bendahara yaitu: 

“Pencairan dana BOS cair per tiga tahap, dimana tahap I sebesar 30% , tahap II 

40%, dan tahap ke III sebesar 30% , akan tetapi pencairan dana BOS ini belum 

sesuai dengan tahap-tahap pencairan dana BOS masing-masing.”64 

 Dari hasil wawancara di atas dapat kita pahami bahwa pencairan dana BOS 

dilakukan melalui 3 tahap, yang menjadi kendala yaitu pencairan dana BOS yang 

mengalami keterlambatan.  

d. Mutu Pendidikan 

Dana BOS merupakan dana APBN yang digunakan untuk mendanai belanja non 

personalia bagai satuan pendidikan dasar dan menengah sebagi pelaksanaan wajib 

belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan sekolah sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

Salah satu mutu Pendidikan yaitu sarana dan prasarana sekolah yang dapat 

menunjang peningkatan  mutu pendidikan yang ada, dimana sarana merupakan segala 

sesuatu yang dapat di gunakan sebagai alat dan bahan untuk mencapai maksud dan 

 
63  H. Andi Pajung, S.Pd, M.Pd. Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 73 Parepare, Wawancara di 
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tujuan dari suatu proses prodiksi. Sementara prasarana adalah segala sesuatu yang 

merupakan penunjang utama terselenggarannya produksi. 

Pendanaan dana BOS non Personalia ini dapat digunakan antara lain untuk 

pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaraan dan ekstarkulikuler, kegiatan 

evaluai pembelajaran, pembelian alat Multi media, pengembangan profesi guru dan 

tenaga kependidikan serta pengembangan Manajemen sekolah. Dana BOS bagi satuan 

pendidikan dasar yaitu SD dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dana BOS 

digunakan untuk menjamin terselenggaranya wajib belajar mimimal pada jenjang 

pendidikan dasar, sedangkan dana BOS  pada Satuan Pendidikan Menengah (SMA) 

dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diarahkan untuk mewujudkan layanan 

pendidikan menengah terjangkau dan bermutu bagi masyarakat. 

Pengelolaan dana BOS merupakan upaya dalam meningkatkan Mutu Pendidikan 

terutama pada sarana dan prasarana di UPTD SD Negeri 73 Parepare,  yng bertujuan 

untuk meningkatkan mutu pendidikan, akan tetapi dari hasil wawancara dengan Kepala 

sekolah tentang sarana prasarana dalam menunjang mutu pendidikan yaitu “ 

“Sarana dan Prasaran dalam UPTD SD Negeri 73 Parepare ini belum sepenuhnya 

meningkatkan pendidikan, seperti kita lihat bahwa sekolah masih sangat 

membutuhkan penambahan buku paket, jika sarana dan prasarana tidak memadai 

tentu proses pembelajaran akan terganggu dan terhambat apabila lingkungan 

belajar tidak mendukung, contohnya dalam mencari sumber belajar yang dimana 

buku yang menjadi sumber utama tentunnya dikarenakan buku kurang bagi siswa 

tentu siswa pun akan kesulitan dalam pembelajaran, bukan hanya siswa guru juga 

akan mengalami kesusahan  jika tanpa adanya media pembelajaran dan buku tentu 

akan kesusahan dalam proses pembelajara adapun faktor penghambat sehingga 

sarana dan prasarana yang ada disekolah kurang memadai disebabkan oleh 

pencairan dana yang sering mengalami keterlambatan sehingga sekolah belum 

mampu membiayai seluruh program sekolah secara merata dan menyeluruh, 
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anggaran yang diperoleh tidak sebanding dengan kebutuhan yang diperlukan 

sekolah, sekolah dibatasi dalam melakukan perbaikan berat sehingga sekolah 

masih mengalami kekurangan ruangan sekolah. Sarana dan prasarana sangat 

berpengaruh terhadap mutu pendidikan diaman ketiadaan sarana dan prasarana 

akan mempersulit kegiatan pembelajaran yang nantinya akan memepengaruhi 

mutu pendidikan .”65 

hasil wawancara di atas dapat kita pahami bahwa sarana dan prasarana di sekolah 

harus memadai, karena sangat membantu sekolah dalam proses pembelajaran dalam 

meningkatkan mutu pendidikan.Penguatan sarana dan prasarana sekolah merupakan 

salah satu faktor yang dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah , sarana dan 

prasaran menjadi bagian penting yang harus diperhatikan dan dipersiapkan secara 

matang untuk menjamin kelancaran jalannya pendidikan dan pembelajaraan setiap 

saat. 

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Guru UPTD SD Negeri 73 Parepare 

yaitu: 

“Pada proses pengelolaan dana BOS terhadap sarana dan prasarana belum 

memadai untuk mencapai mutu pendidikan, seperi kita ketahui bahwa tanpa 

adanya fasilitas yang baik, maka sulit bagi sekolah untuk mencapi hasil yang 

kompeten dalam mencapai mutu pendidikan, seperti fasilitas buku, kursi dan 

media pembelajaraan lainya yang masih kurang terutama buku paket siswa, 

mereka harus bergiliran untuk mengunakan buku tersebut, sehingga terkadang 

siswa rebutan untuk mendapatkan buku yang akan mereka gunakan.”66 

Dari hasil wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwa dalam pengelolaan mutu 

pendidikan terhadap srana dan prasaran di UPTD SD Negeri 73 Parepare masih belum 

 
65 H. Andi Pajung, S.Pd, M.Pd. Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 73 Parepare, Wawancara di 

Parepare, Pada Tanggal 20 Desember 2022. 
66Nettinawati, S.Pd. Guru UPTD SD Negeri 73 Parepare, Wawancara di Parepare, Pada 

Tanggal 20 Desember 2022. 
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memadai terutama yaitu buku paket yang menjadi sumber ajar dan sumber belajar baik 

untuk siswa maupun guru. 

Adapun upaya yang dilakukan pihak sekolah untuk menunjang mutu pendidikan 

atau penambahan sarana dan prasarana dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah 

yaitu: 

“Setiap memasuki ajaran baru para wali kelas melakukan pendataan sarana dan 

prasrana apa saja yang kurang dan mengalami kerusakan, jika mengalami 

kerusakan parah pihak sekolah menyimpanya di gudang sebagai bukti, jika 

mengalami kerusakan  ringan maka akan diperbaiki,”67 

 Dari hasil wawancara di atas dapat disimpukan bahwa, setiap tahun ajaran baru 

pihak wali kelas mendata sarana dan prasarana apa yang kurang dan apa yang 

dibutuhkan dalam proses pembelajaran agar dapat meningkatkan mutu pendidikan di 

sekolah. 

Adapun hasil wawancara Guru di UPTD SD Negeri 73 Parepare yaitu:  

“Dalam pengelolaan dana BOS Khususnya untuk sarana dan prasarana ini 

sanagat menunjang proses pendidikan. Hal yang paling utama dilakukan yaitu 

pengadaan buku paket yng merupakan sumber belajar siswa yang utama, 

alokasi anggaran pada pengadaan buku di perpustakaan menjadi wahana bagi 

peserta didik sekolah, hak sebagai siswa di sekolah artinya menerima buku di 

perpustakaan menjadi wahana peserta didik. Ketika terjadi kerusakan atau 

hilangnya buku paket serta tidak layak pakai lagi , maka tugas dari pengelola 

perpustakaan menyampaikan kepada kepala sekolah bahwa stok perpustakaan 

wajib ditambah dan ada beberapa buku tidak lagi layak digunakan oleh peserta 

didik.”68 

 
67 H. Andi Pajung, S.Pd, M.Pd. Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 73 Parepare, Wawancara di 

Parepare, Pada Tanggal 20 Desember 2022. 
68Nettinawati, S.Pd. Guru UPTD SD Negeri 73 Parepare, Wawancara di Parepare, Pada 

Tanggal 20 Desember 2022. 
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Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam penegelolaan dana 

BOS untuk sarana dan prasarana sekolah sangat penting agar kegiatan pembelajaraan 

dapat efektif dan efisien ynag dapat menghasilkan mutu pendidikan sekolah. 

Peningkatan mutu pendidikan tidak lepas dari pengelolaan dana BOS, tenaga pendidik, 

kepala sekolah, sarana dan prasarana, dan semua personil yang ada dalam lembaga 

kependidikan atau sekolah yang merupakan bagian terpenting untuk peningkatan mutu 

pendidikan efisien yang dapat menghasilakan mutu pendidikan sekolah. 

2. Efektivitas Pengelolaan Dana BOS Terhadap Mutu Pendidikan 

Sebuah organisasi dapat kita katakan efektif jika dalam pengelolaan dana BOS 

sudah dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan Juknis. Dalam pengelolaan BOS 

harus ada perencanaan dan pengawasan agar dalam pengelolaan program BOS dapat 

membantu meningkatkan Mutu pendidikan 

a. ketepatan sasaran  

Ketepatan sasaran program merupakan sejauh mana peserta didik dengan 

ketetapan sasaranya, Penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara 

individu maupun secara organisasi sangat menentukan keberhasilan aktivitas 

organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, 

maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.  pada penelitian ini 

ketetapan sasaran program ialah penentuan kepada siapa saja program Dana BOS 

ditujukan dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah. Berdasarkan tujuan yang 

akan dicapai yang sesuai dengan ketetapan pada juknis penggunaan dana BOS untuk 

membuat program di sekolah. Dimana efektivitas merupakan kesesuain antara output 

dengan tujuan yang ditetapkan dalam menganalisis dan untuk mengukur ketetapan 

sasaran Dana BOS.  
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 Dengan adanya dana BOS disekolah maka dapat membantu para peserta didik 

maupun tenaga pendidik, Penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara 

individu maupun secara organisasi sangat menentukan keberhasilan aktivitas 

organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, 

maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri, dengan adanya 

pembebasan biaya melalui anggaran dana BOS dari kegiatan – kegiatan yang akan 

dilaksanakan disekolah, seperti mengadakan kegiatan HUT kemerdekaan, kegiatan 

plomba keolaragaan, tersedianya buku paket disekolah, dengan adanya BOS tidak 

harus melaksanakan pemungutan biaya kepada guru maupun peserta didik. 

 Hal ini juga didukung dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada 

kepala sekolah UPTD SD Negeri 73 Parepare yaitu ketetapan sasaran dana BOS secara 

transparan yaitu: 

“Ketepatan sasaran dana BOS ini sudah dilakukan secara transparan dimana 

dalam pengelolaan dana BOS  di UPTD SD Negeri 73 membantu siswa yang 

kurang mampu, belanja non personalia bagi satuan pendidikan dan pembebasan 

biaya anggaran seperti kegiatan-kegiatan organisasi sekolah, perlombaan 

sekolah seperti olimpiade, pembelian sarana dan prasarana yang dibutuhkan 

sekolah, perbaikan pembangunan sekolah yang rusak  adapun tujuan dari 

transparansi adalah untuk menimbulkan rasa saling percaya antara pihak 

sekolah dan masyarakat melalui media informasi yang diberikan oleh pihak 

sekolah dengan menjamin kemudahan memperoleh informasi tersebut.”69 

Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah dapat disimpulkan bahwa 

ketetapan sasaran dana BOS secara transparan sudah dilakukan dimana sasaran dana 

BOS ini diberikan kepada siswa yang kurang mampu, pembebasan biaya kegiatan 

sekolah seperti kegiatan olimpiade, kegiatan HUT Kemerdekaan Indonesia.  

 
69 H. andi Pajung, S.Pd, M.Pd. Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 73 Parepare, Wawancara di 

Parepare Pada Tanggal 20 Desember 2022. 
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Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari Bendahara UPTD SD Negeri 73 Parepare 

yaitu: 

“Sudah tepat sasaran dan transparan, karena dengan adanya dana BOS ini tentu 

sangat membantu proses belajar mengajar peserta didik, dimana Dana BOS ini 

digunakan untuk mendanai belanja non porsanalia bagi satuan pendidikan dasar 

agar dapat menunjang kegiatan belajar.70 

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa ketetapan sasaran dana 

BOS secara trasparan sangat membantu walaupun terkadang keterlambatan 

penambahan sarana dan prasarana di sekolah masih sering mengalami keterlambatan 

karena pencairan dana BOS yang terlambat cair. 

Adapun hasil wawancara dari kepala Sekolah mengenai Ketetapan sasaran 

secara Akuntabilitas Pengelolaan dana BOS diUPTD SD Negeri 73 Parepare yaitu: 

“Ketetapan sasaran secara akuntabilitas pengelolaan dana BOS di UPTD SD 

Negeri 73 Parepare belum tepat sasaran dimana akuntabilitas pengelolaan dana 

BOS masih sering mengalami kendala pelaporan penggunaan dana BOS yang 

ada di sekolah hal ini disebabkan dari keterlambatan pencairan dana BOS itu 

sendiri.”71 

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa ketepatan sasaran dana 

BOS secara akuntabilitas belum berjalan dengan baik, dimana pelaporan sasaran dana 

BOS masih mengalami keterlambatan pelaporan penggunaan dan pengeluaran dana 

BOS hal ini disebabkan karena proses pencairan dana BOS yang mengalami 

keterlambatan sehingga akan berdampak pula pada pelaporan pengelolaan dana BOS 

yang ada di UPTD SD Negeri 73 Parepare. 

Hal ini didukung dari pernyataan Bendahara UPTD SD Negeri 73 Parepare 

yaitu: 

 
70Hj. Hastuti, S.Pd. Bendahara UPTD SD Negeri 73 Parepare, Wawancara di Parepare, Pada 

Tanggal 20 Desember 2022.. 
71 H. andi Pajung, S.Pd, M.Pd. Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 73 Parepare, Wawancara di 

Parepare Pada Tanggal 20 Desember 2022 
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“Ketepatan sasaran secara akuntabilitas di sekolah ini belum berjalan dengan 

baik, karena pencairan dana BOS yang sering mengalami keterlambatan 

sehingga pelaporan penggunaan dana BOS menjadi terlambat, bukan hanya 

terlambat pelaporan penggunaan melainkan juga berpengaruh pada sarana dan 

prasarana yang ada di sekolah yang kurang akan terlambat penambahan seperti 

buku bahan ajar siswa.”72 

Dari hasil wawancara dengan bendahara sekolah dapat disimpulkan bahwa 

ketepatan sasaran secara akuntabilitas di UPTD SD Negeri 73 belum baik, hal ini 

dipengaruhi dari keterlambatan pencairan dana BOS sehingga pelaporan penggunaan 

dana BOS mengalami keterlambatan seperti pelaporan RKAS. 

Kemudian hasil pertanyaan mengenai ketetapan sasaran secara efektif dan 

efisien yaitu: 

“Ketepatan sasaran secara Efektif dan Efisien belum tepat yaitu dari segi 

keterlambatan pencairan dana BOS yang mengalami keterlambatan dari 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, hal ini dapat mempengaruhi 

operasional sekolah terutama sarana dan prasarana yang ada di sekolah 

mengalami kekurangan terutama pada pengembangan perpustakaan dimana 

buku paket untuk siswa tidak mencukupi.”73 

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa ketetapan sasaran dana 

BOS secara efektif dan efisien belum berjalan dengan baik, hal ini disebabkan 

keterlambatan pencairan dana BOS yang belum sesuai dengan tahap-tahap pencairan 

sehingga operasional sarana dan prasarana yang ada di sekolah belum memadai. 

Adapun hasil wawancara dengan komite sekolah UPTD SD Negeri 73 Parepare 

yaitu: 

“Secara efektif dan efisien pengelolaan dana BOS di sekolah ini belum berjalan  

dengan baik, benar adanya bahwa ini dipengaruhi dari keterlambatan pencairan 

dana BOS yang mengalami keterlambatan sehingga sarana dan prasarana yang 

ada di sekolah belum efektif dan efisien yang sangat berpengaruh terhadap mutu 

 
72 Nettinawati, S.Pd. Guru UPTD SD Negeri 73 Parepare, Wawancara di Parepare Pada 

Tanggal 20 Desember 2022. 
73 Nettinawati, S.Pd. Guru UPTD SD Negeri 73 Parepare, Wawancara di Parepare Pada 

Tanggal 20 Desember 2022. 
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pendidikan, seperti kurangnya buku paket sebagai bahan ajar atau bahan yang 

akan dipelajaru siswa.” 74 

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada komite sekolah dapat 

disimpulkan bahwa pengelolaan dana BOS secara efekif dan efisien belum berjalan 

dengan baik hal ini kita lihat dari keterlambatan pencairan dari dana BOS yang 

berpengaruh terhadap sarana dan prasarana yang akan menunjang mutu pendidikan. 

Adapun pertanyaan  kepada kepala Sekolah tentang bagaimana mengelola dana 

BOS agar tepat sasaran yaitu: 

“Tentunya adanya pemahaman mengenai Juknis BOS yang bertujuan agara   

dana BOS dapat dialokasikan tepat pada fungsinya kemudian adanya konsultasi 

dengan sekolah lain tentang bagaimana cara mereka mengelola dana BOS agar 

tepat sasaran, diskusi dengan dinas pendidikan tentang prosedur pengelolaan 

dana BOS,format dana BOS, prosedur pengeluaran dana BOS,dan yang paling 

penting yaitu hindari niat korupsi dalam pengelolaan dana Usahakan dalam 

pengelolaan dana BOS jagan sekali-kali ada niat mengambil yang bukan hak 

milik kita.” 75 

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa upaya kepala 

sekolah dalam mengelola dana BOS agar tepat sasaran yaitu, Pemahaman juknis 

pengelolaan dana BOS, konsultasi dengan pihak sekolah lain, diskusi dengan dinas 

pendidikan, dan hindari niat ingin korupsi. 

b. Sosialisasi Program 

Sosialisai program merupakan awal penentuan keberhasilan kecaipan 

program. Sosialisasi program harus dapat dilaksanakan secara sistemati dan 

terencana.76 Mensosialisasikan dana BOS sekolah kepada pihak yang terkait dan 

 
74 Rudi, S.Pd, Komite UPTD SD Negeri 73 Parepare, Wawancara di Parepare, Pada Tanggal 

20 Desember 2022 
75 H. Andi Pajung, S.Pd,  M.Pd Kepala UPTD SD Negeri 73 Parepare,Wawancara di Parepare, 

Pada Tanggal 20 Desember  2022 
76Rizcah Amelia, Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Penanganan Anaka Jalanan di Dinas Sosial 

Kota Makassar (Makassar: Universitas Hasanuddin), H 73. 
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wali murid, sehingga nantinya para orang tua dapat mengetahui apa saja yang 

dibiayai dari dana BOS untuk sekolah. 

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Kepala sekolah 

UPTD SD Negeri 73 parepare yaitu: 

“Cara mensosialisasikannya dengan cara transparansi melalui sistem 

komunikasi yang sudah cangih, tentunya cara mensosialisasikan bisa lewat 

online dengan cara membuat grup wattsap antara tenaga kependidikan dan 

membuat juga grup untuk para wali murid sehingga mempermudah 

mensosialisasikan program-program apa saja yang akan dibiayai oleh dana 

tersebut kemudian harus memberitahukan secara tertulis  atau transaparan 

kepada orang tua peserta didik dengan cara memasang di papan pengumuman 

jumlah dana BOS yang diterima sekolah, mempertanggung jawabkan dana 

BOS sesuai jumlah yang diterima, membebaskan iuran dari orang tua siswa.”77 

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa cara mensosialisasikan 

dana BOS yaitu transparan, dan dapat dilakukan melalui media komunikasi atau online, 

yang dapat mempermudah orang tua siswa yang ingin mengetahui program-program 

apa saja yang akan diadakan oleh sekolah. 

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti  terhadap bendahara sekolah 

UPTD SD Negeri 73 parepare yaitu: 

“Tentunya sosialisai program dana BOS dilakukan secara transparan dimana 

pihak sekolah merapatkan terlebih dahulu, setiap anggaran kita masukan ke 

RKAS dan kita adakan rapat dengan kepala sekolah, komite sekolah dan guru. 

kalau untuk program- program yang akan dilaksanakan oleh sekolah. Tentunya 

kami mempunyai komite sekolah yang merupakan perwakilan dari semua wali 

murid yang mana tugasnya mensosialisasikan program- program apa saja yang 

akan dijalankan disekolah  kepada masyarakat.”78 

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa cara mensosialisasikan 

dana BOS yaitu transparan, dan dapat dilakukan melalui media komunikasi atau online, 

 
77 H. Andi Pajung, S.Pd,  M.Pd Kepala UPTD SD Negeri 73 Parepare,Wawancara di Parepare, 

Pada Tanggal 28 Oktober 2022. 
78Hj. Hastuti, S.Pd. Bendahara UPTD SD Negeri 73 Parepare, Wawancara di Parepare, Pada 

Tanggal 22 Desember 2022.. 
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yang dapat mempermudah orang tua siswa yang ingin mengetahui program-program 

apa saja yang akan diadakan oleh sekolah. 

Kemudian diperkuat oleh hasil wawancara dari bendahara sekolah yaitu : 

“Merapatkan terlebih dahulu, setiap anggaran kita masukan ke RKAS dan kita 

adakan rapat dengan kepala sekolah, komite sekolah dan guru. Kalau untuk 

program- program yang akan dilaksanakan oleh sekolah. Tentunya kami 

mempunyai komite sekolah yang merupakan perwakilan dari semua wali murid 

yang mana tugasnya mensosialisasikan program- program apa saja yang akan 

dijalankan disekolah  kepada masyarakat.”79 

Dari hasil wawancara dengan bendahara sekolah dapat disimpulkan bahwa 

sosialisasi program dilaksanakan sudah diadakan rapat dengan pihak-pihak sekolah, 

kemudian untuk sosialisasi program tentunya dengan adanya bantuan komite sekolah 

yang akan membantu mensosialisasikan program-program sekolah kepada wali siswa. 

Hasil wawancara dari Komite Sekolah yaitu; 

 “Tugas Komite sekolah adalah sebagai perwakilan dari wali murid yang dapat 

mensosialisasikan program dana BOS kepada orang tua murid tentang 

program- program yang akan dilaksanakan oleh sekolah untuk menyampaikan 

usulan atau keluhan yang dirasakan oleh para wali murid.”80 

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami Bahwa tugas komite sekolah 

adalah perwakilan dari semua wali murid yang mensosialisasikan program dana bos 

kepada semua wali murid. 

Kemudian hasil wawancara dari Guru UPTD SD Negeri 73 Parepare yaitu: 

“Cara mensosialisasikanya melakukan rapat terlebih dahulu tentang 

penyusunan yang melibatkan stakeholder sekolah dan komite sekolah, dan 

 
79Hj. Hastuti, S.Pd. Bendahara UPTD SD Negeri 73 Parepare, Wawancara di Parepare, Pada 

Tanggal 22 Desember 2022.. 
80S.Pd. Rudi, Komite Sekolah UPTD SD Negeri 73 Parepare, Wawancara di Parepare, pada 

Tanggal 22 Desember 2022. 
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rancangan anggaran penggunaan dana BOS dipajang dipapan pengumuman 

yang dapat diakses oleh warga sekolah dan orang tua murid.”81 

Adapun hasil wawancara yang dilakukan peneliti mengenai sosialisasi program 

Dana BOS, sudah berjalan baik dimana pihak sekolah sudah mensosialisasikan 

program dana BOS kepada wali murid baik itu secara online maupun diadakanya rapat 

tentang bagaimana pengelolaan Dana BOS yang ada disekolah, dan pihak wali murid 

juga dapat melihat anggaran dana BOS pada papan pengunaan dana BOS yang tersedia. 

Kemudian hasil Wawancara sosialisasi program secara akuntabilitas yaitu: 

“Untuk mensosialisai program secara akuntabilitas dapat dilakukan dengan 

memberikan informasi mengenai apa –apa saja biaya penggunaan dana BOS 

yang ada di sekolah baik itu dana yang masuk maupun dana yang telah 

digunakan untuk program-program apa saja atau untuk kebutuhan apa saja dana 

tersebut digunakan yang dapat diakses para orang tua siswa atau murid di papan 

informasi penggunaan dana BOS.”82 

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sosialisai program dana 

BOS yang dilakukan dengan cara akuntabilitas dilakukan dengan memberikan 

informasi baik itu guru, bendahara dan komite serta wali murid/orang tua bahwa 

program-program apa saja yang akan dijalankan dan sudah dijalankan, pembiayaan apa 

saja yang ada di sekolah yang dapat diakses melalui papan informasi penggunaan dana 

BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare yang ada di ruangan Kepala sekolah. 

Kemudian Sosialisisi program dana BOS secara efektif dan efisien yaitu: 

“Sosialisai  program pengelolaan dana BOS sangat perlu dilakukan agar bejalan 

dengan baik secara efektif dan efisien terutama sosialisasi terhadap masyarakat, 

dalam hal penggunaan dana harus transparan serta dapat dipertanggung 

 
81Nettinawati, S.Pd. Guru UPTD SD Negeri 73 Parepare,Wawancara di Parepare Pada Tanggal 

22 Desember 2022. 
82 H. Andi Pajung, S.Pd,  M.Pd Kepala UPTD SD Negeri 73 Parepare,Wawancara di Parepare, 

Pada Tanggal 20 Desember 2022. 
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jawabkan sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan sesuai dengan juknis 

pengelolaan dana BOS.”83 

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi program dana 

BOS sangat perlu dilakukan baik secara transaparan, akuntabilitas, efektif dan efisien 

terutama sosialisasi kepada masyarat untuk memberi pemahan tentang program-

program apa saja yang ada disekolah yang menggunakan dana BOS agar masyarakat 

percaya bahwa dana BOS ini benar-benar dipergunakan dengan baik secara efektif dan 

efisien. 

c. Pemantauan Program 

Pemantauan program ialah kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakan 

program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. 

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti kepada Bendahara UPTD SD Negeri 

73 Parepare yaitu” 

“Untuk pengawasan maupun pemantauan program dilakukan secara transparan 

atau terbuka , pihak sekolah awalnya akan membuat pertemuan untuk menysun 

RKAS. Setiap guru juga akan dikumpulkan untuk pengadaan buku paket baru, 

kemudian untuk pembelian alat media pembelajaran apa saja yang diperlukan, 

setiap akhir ajaran, bendahara sekolah juga membuat laporan pertanggung 

jawaban terhadap pengeluaran pembiayaan Dana BOS.84 

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemantau atau 

pengawasan pengelolaan dana BOS dilakukan secara transparansi, yang dimana pihak 

pengelola dana BOS melakukan pengelolaan secara terbuka dengan menyusun 

anggaran yang masuk yang akan dimasuk kan kedalam RKAS, pemantau program 

dapat dilihat dari buku apa saja yang kurang, media pembelajaran apa yang kurang 

sehingga dapat dimasukan kedalam program pembiayaan dana BOS. 

 
83Hj. Hastuti, S.Pd. Bendahara UPTD SD Negeri 73 Parepare, Wawancara di Parepare, Pada 

Tanggal 20 Desember 2022. 
84Hj. Hastuti, S.Pd, Bendahara UPTD SD Negeri 73 Parepare, Wawancara di Parepare Pada 

Tanggal 20 Desember 2022. 
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Kemudian diperkuat dengan pernyataan dari kepala sekolah yang mengatakan: 

“Untuk pemantauan program biasanya nanti juga akan diadakan rapat seluruh 

tenaga kerja terhadap program atau kegiatan yang telah dilaksanakan di 

sekolah.”85 

Hasil hasil wawancara yang dilakukan peneliti tentang pemantauan program 

dana BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare denga melihat data rencana kegiatan dan 

anggaran sekolah yang telah disusun sebelumnya dengan melihat hasil perbandingan 

penggunaan anggaran sekolah. Dari hasil pemantauan ini program yang dilakukan 

UPTD SD Negeri 73 Parepare yang digunakan untuk mengevaluasi hasil kineraja 

sekolah dalam pengelolaan dana BOS. Dimana pengawasan yang dilakukan sudah 

cukup efektif . 

Pemantaun Program secara akuntablitas yaitu: 

“Untuk pemantauan program secara akuntabilitas, tentunya dapat dilaporkan 

setelah penerimaan dan penggunaan dana BOS itu sendiri dimana pelaporanya 

berupa program-program apa saja yang diadakan disekolah atau biaya-biaya 

apa saja yang telah dilakukan di sekolah, tentunya dengan adanya program- 

program disekolah tentu juga ada pelaporan pertanggung jawaban penggunaan 

dana BOS yang disertai dengan bukti-bukti baik itu berupa kwitansi maupun 

buku KAS sekolah.”86 

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi program dana 

BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare secara Akuntabilitas harus dilakukan dengan 

dengan baik terutama pemantau program-program apa saja yang ada disekolah dan 

pengeluaran. 

Selanjutnaya pementauan program secara efektif dan efisien yaitu : 

 “Untuk pemantauan program secara efektif dan efisien tentu sangat perlu 

dilakukan karena pemantauan program dapat dilihat dari bagaimana seseorang 

 
85H. Andi Pajung, S.Pd, M.Pd. Kepala UPTD SD Negeri 73 Parepare, Wawancara di Parepare 

Pada Tanggal 20 Desember 2022. 
86 Hj. Hatuti, S.Pd. Bendahara UPTD SD Negeri 73 Parepare, Wawancara di Parepare Pada 

Tanggal 20 Desember 2022 
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mengelola dana BOS dengan baik, sasaran apa saja yang sudah tepat dengan 

adanya dana BOS yang bertujuan untuk mencapai efektivitas pengelolaan dana 

BOS secara efektif, efisien , trasparan maupun akuntabel yang dapat 

dipertanggung jawabkan baik untuk pemerintah maupun masyarakat sehingga 

pengelolaan dana BOS dapat berjalan sesuai dengan pedoman penggunaan dana 

BOS.”87 

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemantaun program 

dana BOS harus dilakukan secara Efektif dan efisien yang dapat dilihat bagaimana 

kinerja pengelolaan dana BOS yang ada disekolah apakah sudah berjalan dengan baik 

atau sebaliknya. 

B. Pembahasan 

1. Bentuk Pengelolaan Dana BOS Terhadap Mutu Pendidikan di UPTD SD 

Negeri 73 Parepare 

BOS merupakan suatu program pemerintah untuk membantu penyediaan 

pendanaan biaya operasional nonpersonalia sekolah. Program Bantuan Operasional 

Sekolah dikomandai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mana 

dalam pelaksanaannya, penyaluran dan pengelolaan dana BOS wajib berpedoman 

pada Buku Petunjuk Teknis Penggunaan dana BOS yang diterbitkan oleh 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama sebagai 

kementerian teknis yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan 

program BOS. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program BOS adalah 

pengelolaan dana dan segala sumber daya yang ada dalam program BOS. 

Pentingnya pengelolaan dana BOS yaitu, dengan pengelolaan yang baik akan 

mampu membantu ketercapaian tujuan dari program BOS dengan efektif dan 

efisien. Pengelolaan dana BOS yang baik merupakan suatu keberhasilan sekolah 

dalam mengelola dana BOS, melalui suatu proses kerjasama yang sistematis mulai 

dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi. 

 
87  Rudi, S.Pd, Komite UPTD SD Negeri 73 Parepare, Wawancara di Parepare, Pada Tanggal 

20 Desember 2022 
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Pengelolaan dana BOS belum terlalu memadai karena masih kurang sarana 

dan prasarana pendidikan yang akan digunakan untuk menunjang mutu pendidikan, 

hal ini dikarenakan pencairan dana BOS yang mengalami keterlambatan pencairan, 

dengan adanya pencairan dana BOS tentu dapat langsung dipergunakan oleh 

sekolah untuk membeli seluruh kebutuhan pembelajaran, seperti mengembangkan 

perpustakaan hingga dapat mensejahterakan guru honorer. 

 

 

Program – Program Pembiayaan Dana BOS 

(Sumber UPTD SD Negeri 73 Parepare) 

Komponen Uraian Pembelian Jumlah 

1. Peserta didik Baru 1. Spanduk (125.000) 

2. Honor Peserta didik Baru 

(1.500.000) 

1.625.000 

2.Pengembangan Perpustakaan 1.Koran Majalah (630.000) 630.000 

3. Kegiatan Pembelajaran Ekstrakulikuler 1. Foto President dan Wakil Presiden 

(1.120.000) 

2. Material (270.000)   

1.390.000 

4. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran - - 
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5. Administrasi kegiatan sekolah 

1. makan dan minum tamu (Rp. 

444.800) 

2. ATK (Rp. 5.367.200) 

3. honor guru (Rp. 1.800.000) 

4.panitia pelaksana (1.530.000) 

5.Bahan pembersih (1.606.400) 

6.penunjang operasional (1.546.500) 

7. Obat- obatan (1.261.500) 

13.556.400 

6. pengembangan profesi guru dan tenaga 

kependidikan 

- - 

7. laganan daya dan jasa 1. retribusi kebersihan (120.000) 

2. air (243.360) 

3. Vocer internet (10.605.000) 

 

11.209.300 

8. Pemeliharaan sarana dan prasarana 1. bahan bangunan (4. 297.100) 

 

4.297.100 

9.Penyediaan alat multi media 

pembelajaran 

Laptop (3. 950.000) 3.950.000 

10. Pembiayaan Honor 1. Honor Non PNS (10.200.00) 10.200.000 

Jumlah keseluruhan 46.857.800 

Dana yang diterima 46.800.000 

Dana sisa tahap lalu 122.042 

Total dana yang diterima 46.992.042 

Sisa 64.242 
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Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di lapangan  bentuk 

pengelolaan dana BOS terhadap mutu pendidikan di UPTD SD Negeri 73 Parepare, 

yaitu 

1. Transaparansi  

     Pengelolaan dana BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare sudah dilaksanan 

secara transaparansi dengan cara memberikan informasi secara terbuka dilakukan 

oleh pihak sekolah kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah yang sumber 

dananya dapat diketahui dan dimanfaatkan sebagai informasi keuangan pada papan 

informasi RKAS pada tahun 2020 baik dari pemasukan sebesar Rp. 46.922.042 dan 

pegeluaran Rp. 46. 857. 800. 

Salah satu tujuan pemberian dana BOS adalah membantu membiayai 

keperluan sekolah dan peningkatan mutu pendidikan seperti kebijakan, 

kepemimpinan kepala sekolah, infrastruktur dan proses pembelajaran. Dalam 

penelitian ini terfokus pada pembiayaan dana BOS  pada sarana dan prasarana 

yaitu, Pengembangan Perpustakaan, Perawatan sekolah, Pembelian bahan habis 

pakai, dan layanan daya dan jasa. 

a) Pengembangan Perpustakaan 

Perpustakaan merupakan layanan kepada siswa maupun tenaga pendidik yang 

harus bersifat transparan,dari segi pengembangan perpustakaan yang ada di UPTD 

SD Negeri 73 Parepare sudah dilakukan secara terbuka yang dapat dilihat pada data 

yang ada di tabel 2. 3 bahwa dana BOS yang masuk ke sekolah  pada tahun 2020 

tahap II di gunakan sebagai pengembangan perpustakaan untuk pembelian koran 

dan majalah yang pengeluaranya sebesar Rp. 630.000. 

b) Pemeliharaan sarana dan prasarana 
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Dalam proses pembelajaran, agar peserta didik dapat mengikuti kegiatan 

dengan baik maka harus ditopang dengan fasilitas seperti dengan adanya sumber 

bahan ajar yang berfungsi dengan baik contohnya adanya perpustakaan, 

penyediaan alat multi media, tersedianya buku pelajaran bermutu dan layak sesuaai 

dengan jumlah peserta didik. Kegiatan belajar mengajar akan efektif jika 

ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dan berfungsi dengan baik. 

Transparansi merupakan  keterbukaan mengelolah suatu kegiatan di lembaga 

pendidikan, pengelolaan keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan 

tentang pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, terutama pada 

UPTD SD Negeri 73 Parepare yang pada tahun 2020 tahap II dana BOS 

dipergunakan untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp. 4.297.100. 

c) Pembelian Bahan habis pakai 

Adapun pembelian bahan habis pakai adalah bahan yang digunakan tidak sia-

sia dan sifatnya hilang karena diambil manfaat dari barang tersebut Pembelian 

bahan habis pakai di UPTD SD Negeri 73 Parepare antara lain untuk pembelian, 

makan dan minum tamu, ATK,bahan pembersih dan penunjang operasional 

sekolah yang dilakukan secara Transparansi. 

d) Layanan daya dan jasa  

Dengan adanya layanan daya dan jasa dipergunakan untuk membiayai retribusi 

kebersihan, air, vocer internet, listrik yang membantu sekolah. 

2. Akuntabilitas 

Akuntabilitas pengelolaan dana BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare 

merupakan pertanggung jawaban terhadap pihak- pihak yang terkait dengan 

mempublikasikan dan mensosialisasikan penggunaan dana BOS sesuwai dengan 

juknis itu sendiri yang dapat dilihat di RKAS, buku KAS sekolah, LPJ pengelolaan 

dana BOS yang telah digunakan.  
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a) Pengembangan Perpustakaan 

Secara akuntabilitas pengembangan perpustakaan dapat dilakukan dengan 

perencanaan atau pertanggung jawaban yang harus strategic planning 

karena sangat memperhatikan stakeholders, pengembangan perpustakaan 

harus direncanakan program dan kegiatan yang akan dibuat, dengan 

persetujuan pemimpin. Perpustakaan harus mempertanggung jawabkan 

penggunaan dana yang masuk kepada stakeholders secara transparan 

sehingga apa yang diperoleh dari publik berapa dana yang diberikan dapat 

dimengerti benar peruntukanya.  

b) Perawatan  Sekolah 

Dalam pengelolaan keuangan sekolah secara akuntabilitas yaitu 

penggunaan uang sekolah  dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan 

perencanaan yang telah ditetapkan berdasarkan dalam peraturan maka pihak 

sekolah membelanjakan secara bertanggung jawab seperti di UPTD SD 

Negeri 73 Parepare dari segi perawatan sarana dan prasaran sekolah 

dipertanggung jawabkan dana yang dipakai untuk perawatan sekolah, 

sesuai dengan data yang ada bahwa dana tersebut dipergunakan untuk 

pembelian bahan bangunan sekolah di UPTD SD Negeri 73 Parepare. 

c)  Pembelian bahan habis pakai 

Pembelian barang habis pakai merupakan barang yang dapat dipergunakan 

dalam satu kali pemakain, agar pembelian bahan habis pakai dapat 

dipertanggung jawabkan secara benar dan akuntabel maka dari pihak 

sekolah memiliki bukti pembelian bahan habis pakai sehingga dana yang 

dibayarkan sesuai dengan yang diajukan. 

d) Layanan daya dan jasa 

Komponen layanan daya dan jasa dapat menggunakan alokasi Dana BOS 

reguler diantaranya seperti pembiayaan listrik, internet, dan air. Ditambah 

biaya untuk penyedian obat-obatan, yang akan dianggarkan pada RKAS 

yang ada di sekolah. 
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3. Efektivitas 

Efektivitas, yaitu penggunaan dana BOS Reguler diupayakan dapat 

memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan 

yang terukur dari standar penggunaan dana BOS dalam membantu merealisasikan 

program yang direncanakan di di UPTD SD Negeri 73 Parepare dalam 

mengoptimalkan sarana dan prasarana  di sekolah yaitu belum terlalu efektif 

dikarenakan proses pencairan dana BOS masih mengalami keterlambatan sehingga 

sarana dan prasarana yang ada di sekolah belum efektif. 

a) Pengembangan Perpustakaan 

Pengembangan perpustakaan yang ada di sekolah sangat penting untuk 

mempermudah pemakai jasa perpustakaan, menemukan bahan pustaka atau 

informasi secara singkat fungsi serta manfaat perpustaakaan, efektif 

pengembangan perpustakaan pada UPTD SD Negeri 73 Parepare belum 

terlalu efektif hal ini disebabkan buku dan bahan ajar di sekolah masih 

kurang, hal ini yang akan mempengaruhi mutu pendidikan yang ada di 

sekolah. 

b) Perawatan Sekolah 

Secara efektif pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada di UPTD SD 

Negeri 73 Parepare sudah berjalan dengan baik, dimana memperbaiki 

bangunan yang mengalami keruskan secara bertahap. 

c) Pembelian Bahan Habis Pakai 

Pembelian bahan habis pakai di sekolah sudah dipergunakan dengan baik, 

pembelian habis pakai seperti spidol, buku induk, kapur, dan masih banyak 

lagi yang penggunaan dana BOS pada pembelian Bahan habis pakai sudah 

efektif dipergunakan. 

d) Layanan daya dan Jasa 

Secara efektif penggunaan dana BOS untuk layanan daya dan jasa belum 

terlalu efektif, dimana pada pembiayaan listrik dan air sering mengalami 
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keterlambatan hal ini disebabkan dari dana BOS yang mengalami 

keterlambatan pencairan. 

4. Efisiensi 

Prinsip efisiensi merupakan dana yang digunakan sebaik-baiknya dengan 

memperhatikan kebutuhan, dan ketepatan sasaran penggunaan dana BOS. 

Pengelolaan keuangan sekolah digunakan untuk kegiatan peningkatan mutu 

pendidikan secara efisiensi guna meningkatkan kualitas pendidikan seperti 

pegadaan buku-buku siswa guna menambah wawasan dan ilmu yang dimiliki 

siswa. 

a. Pengembangan Perpustakaan 

 Pengembangan perpustakaan adalah upaya untuk mengembangkan 

perpustakaan sebagai aktivitas yang memiliki peran dan tanggung jawab 

penting sebagai sumber ilmu pengetahuan di UPTD SD Negeri 73 

parepare, namun masih dalam tahap pengembangan, karena 

perpustakaan yang ada di sekolah tersebut belum memiliki banyak 

fasilitas atau bahan pustaka sekolah, terutama buku paket sekolah masih 

kurang, sehingga pengembangan perpustakaan yang ada di sekolah 

masih perlu ditingkatkan agar menjadi perpustakaan yang efektif dan 

efisien. 

b. Perawatan sekolah 

Perawatan sekolah atau perawatan sarana dan prasarana yang ada di 

sekolah harus diperhatikan karena sarana dan prasarana dapat 

menunjang pendidikan suatu sekolah. 

c. Pembelian Bahan Habis Pakai 

Pembelian bahan habis pakai merupakan salah satu alokasi pembiayaan  

dana BOS yang ada di sekolah, secara efisien pembelian bahan habis 
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pakai sudah di jalankan di sekolah dimana sekolah menyediakan bahan- 

bahan habis pakai untuk dipergunakan oleh tenaga pendidik dan siswa. 

d. Layanan Daya dan Jasa 

Layanan daya dan jasa yang ada di sekolah dipergunakan untuk 

pembiayaan listrik, air serta vocer internet sekolah, akan tetapi layanan 

daya dan jasa yang ada di UPTD SD Negeri 73 Parepare belum efektif 

dan efisien, hal ini terkait dengan adanya keterlambatab pencairan dana 

Bos. 

b. Tugas dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana BOS  

      Dalam pengelolaan dana BOS kepala sekolah beserta tim BOS sekolah 

bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS yang 

diterima. Pengelolaan dana BOS secara terbuka melibatkan pengelola sekolah di 

mana kepala sekolah bertindak sebagai penanggung jawabanya. 

Tugas dan tanggung jawab dana BOS yaitu memutakhirkan data sekolah 

secara lengkap dan valid ke dalam Dapodik, bertanggung jawab mutlak terhadap 

hasil isian data sekolah yang masuk dalam Dapodik, menyusun RKAS yang 

mengacu pada prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi 

pengelolaan dana BOS, melakukan input RKAS pada sistem yang telah disesiakan. 

 Berdasarkan data yang di peroleh dari lapangan bentuk pengelolaan 

dana BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare melalui tugas dan tanggung jawab 

pengelolaan dana BOS yaitu: kepala sekolah sebagai penanggung jawab dari dana 

BOS terutama dalam penyusunan RKAS sekolah seperti, perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan, anggaran pendapatan dan belanja tahunan yang 

meliputi:  

1. Sumber pemasukan, pengeluaran, dan jumlah dana yang akan dikelola. 

2. Penyusunan dan pencairan anggaran. 
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3. Kewenangan dan tanggung jawab kepala sekolah dalam membelanjakan 

anggaran pendidikan sesuai dengan peruntukannya. 

4. Pembukuan semua penerima dan pengeluaran serta penggunaan dana BOS. 

Kemudian tugas dan tanggung jawab dari bendahara, bendahara dituntut 

memiliki kepribadian yang jujur dimana tugas bendahara sebagai yang 

menaggarkan dana BOS yang telah disepakati oleh kepala sekolah. 

Bukan hanya itu tugas dan tanggung jawab bendahara melainkan 

bendahara juga membantu kepala sekolah dalam penyusunan RKAS, 

mengelola dan mengadministrasikan keuangan sekolah, menyusun RKAS, gaji 

guru, biaya operasional dan biaya perawatan sekolah. Kemudian tugas dan 

tanggung jawab guru dan komite sekolah, guru disini sebagai pengguna dana 

BOS sekolah dan guru melaporkan apa-apa saja yang dibutuhkan dalam 

pengelolaan dana BOS terutama pada saat proses pembelajaran, kemudian 

komite sekolah tentunya komite ini bertugas sebagai pengawas jalanya dana 

BOS sekolah.  

  c. Mekanisme Pengelolaan dana BOS 

Mekanisme pengelolaan dana BOS terbagi menjadi tiga tahap pencairan 

dana BOS yang pertamama tahap I sebesar 30%, tahap ke II sebesar 40% dan 

tahap III 30%, proses pencairan dana BOS sanagat diperlukan oleh sekolah, 

akan tetapi pada proses pencairan sering mengalami keterlambatan.  

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di lapangan mengenai 

bentuk pengelolaan dana BOS UPTD SD Negeri 73 Parepare tentang 

mekanisme pencairan dana BOS  dan kendala-kendala kurangnya sarana dan 

prasarana yaitu: pengelolaan dana BOS memang pencairanya melalui 3 tahap 

akan tetapi pada proses pencairan dana BOS mengalami keterlambatan 
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sehingga sarana dan prasarana yang ada di sekolah mengalami kekurangan 

tentunya ini akan berpengaruh terhadap mutu pendidikan sekolah. 

d. Mutu Pendidikan 

Dari hasil yang telah didapatkan dari Pengelolaan dana BOS terhadap  

Mutu pendidikan di UPTD SD Negeri 73 Parepare yaitu, dalam pengelolaan 

dana BOS terhadap mutu pendidikan sarana dan prasaran di sekolah masih 

kurang memadai, dimana kelengkapan buku paket siswa masih kurang, media 

pembelajaran pun belum memadai, hal ini terkait dengan pengelolaan dana 

BOS yang mengalami keterlambatan sehingga kelengkapan sarana dan 

prasarana dalam menunjang mutu pendidikan masih perlu ditingkatkan. 

2. Efektivitas Pengelolaan Dana BOS Terhadap Mutu Pendidikan di UPTD SD 

Negeri 73 Parepare 

1. Ketetapan Sasaran 

 Pengelolaan dana BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare sudah tepat 

sasaran, Berdasarkan data yang di peroleh dari lapangan Efektivitas 

pengelolaan dana BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare, Dengan adanya dana 

BOS sekolah tentu sangat membantu sekolah melaksanakan kegiatan- kegiatan 

sekolah, ketetapan sasaran program dana BOS ini membantu pembebasan biaya 

anggaran seperti kegiatan organisasi atau kegiatan perlombaan. 

a. Ketetapan sasaran dana BOS secara transparan di UPTD SD Negeri 73 

Parepare sudah dilakukan secara transparan, dimana ketetapan 

sasaranya meringankan beban siswa yang kurang mampu, 

menginformasikan,pembebasan biaya anggaran seperti kegiatan-

kegiatan organisasi maupun kegiatan olimviade . 
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b. Ketetapan sasaran secara akuntabilitas, belum teralalu baik, karana 

pengelolaan dana BOS sering mengalami keterlambatan pencairan  

c. Ketetapan sasaran secara efektif dan efisien belum tepat keterlambatan 

pencairan dana BOS yang mengalami keterlambatan dari pemerintah 

pusat kepada pemerintah daerah, hal ini dapat mempengaruhi 

operasional sekolah terutama sarana dan prasarana yang ada di sekolah 

mengalami kekurangan terutama pada pengembangan perpustakaan 

dimana buku paket untuk siswa tidak mencukupi. 

2. Sosialisasi Program 

sosialisasi program Dana BOS, yang dilakukan di UPTD SD Negeri 73 

Parepare dilakuakn dengan cara online, diadakan rapat tentang bagaimana 

pengelolaan Dana BOS yang ada disekolah, dan mensosialisasikan dengan cara 

melihat anggaran dana BOS pada papan pengunaan dana BOS yang tersedia. 

 3. Pemantauan Program 

Pemantauan program dana BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare 

dengan melihat data rencana kegiatan dan anggaran sekolah yang telah disusun 

sebelumnya dengan melihat hasil perbandingan penggunaan anggaran sekolah. 

Dari hasil pemantauan ini program yang dilakukan UPTD SD Negeri 73 

Parepare yang digunakan untuk mengevaluasi hasil kineraja sekolah dalam 

pengelolaan dana BOS. Dimana pengawasan yang dilakukan sudah cukup 

efektif . 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Mutu Pendidikan di UPTD SD Negeri 73 

Parepare, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bentuk Pengelolaan dana BOS Terhadap Mutu Pendidikan di UPTD SD Negeri 

73 Parepare belum memadai terutama pada sarana dan prasarana yang ada di 

sekolah masih kurang yang diakibatkan bahwa keterlambatan pencairan dana 

BOS yang sering terlambat dimana dana BOS cair pada tiga tahap, yaitu tahap 

I, tahap II, dan tahap III, terkadang dana BOS pada tahap I baru cair di tahap II 

sehingga ini yang menjadi kendala dalam pengelolaan dana BOS. Kemudian 

bentuk pengelolaan dana BOS secara transparan sudah dilakukan secara 

terbuka, akuntabilitas pengelolaan dana BOS sudah dilakukan dengan baik 

yang dimana adanya pertanggung jawaban pengelolaan dana BOS terhadap 

orang tua murid dan komite sekolah secara efektivitas dan efisien pengelolaan 

dana BOS yang memprioritaskan pembelian sarana dan prasarana yang 

mendesak agar mampu meningkatkan mutu pendidikan secara efektif dan 

efisien. 

2. Efektivitas Pengelolaan dana BOS Terhadap Mutu Pendidikan Dengan adanya 

dana BOS disekolah maka dapat membantu para peserta didik maupun tenaga 

pendidik, Ketetapan sasaran dana BOS secara Transparan sudah dilakukan 
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secara transparan dimana sasaran dana BOS ini diperuntukan kepada siswa 

yang kurang mampu, pembebasan biaya kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, 

kemudian ketetapan sasaran secara akuntabilitas belum berjalan dengan baik 

yang disebabkan pada pelaporan dana BOS yang mengalami keterlambatan 

pencairan dana BOS, secara efektif dan efisien belum baik yang disebabkan 

oleh keterlambatan pencairan dana BOS yang tidak sesuai dengan tahap-tahap 

pencairan dana BOS. Kemudian Sosialisasi Program secara transparan dan 

akuntabilitas, secara efektif dan efisien tentunya dengan sosialisasi kepada 

masyarakat tentang program-program yang ada di sekolah, sudah dilakukan 

dengan cara melalui media online seperti grup wattsap antara guru-guru dan 

orang tua siswa/wali murid atau dengan adanya bantuan dari komite sekolah 

yang dapat membantu mensosialisasikan kepada wali murid tentang apa-apa 

saja program yang ada di sekolah. kemudian dari segi Pemantauan Program 

secara transparan, akuntabilitas, efektivitas dan efisien harus dilakukan secara 

terbuka  dimana dilihat dari kinerja pengelolaan dana BOS yang ada di sekolah 

berjalan baik. Mutu pendidikan yang ada di UPTD SD Negeri 73 Parepare 

belum berjalan degan baik dimana sarana dan prasarana masih kurang terutama 

pada buku paket dan media pembelajaran yang belum lengkap. 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian tentang Efektivitas Pengelolaan Dana BOS Terhadap 

Mutu Pendidikan di UPTD SD Negeri 73 Parepare, penulis ingin menyampaikan 

beberapa hal yang bisa dijadikan bahan masukan untuk tercapainya manajemen kelas 

yang efektif dalam pembelajaran. 
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A. Efektivitas Pengelolaan dana BOS 

Efektivitas Pengelolaan 

1. Apakah Pengelolaan dana BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare sudah tepat 

sasaran? 

2. Apakah dalam pengelolaan ketetapan sasaran dana BOS di UPTD SD Negeri 

73 Parepare sudah berjalan dengan efektif dan efisien? 

3. Dalam pengelolaan dana BOS apakah ketetapan sasaran sudah dilaksanakan 

secara transparansi dana akuntabilitas? 

4. Bagaimana cara Bapak mengelola dana BOS agar tepat sasaran? 

5. Bagaimana cara Bapak mensosialisasikan dana BOS di UPTD SD Negeri 73 

Parepare? 

6. Apakah sosialisasi program pengelolaan dana BOS sudah dilaksanakan secara 

Transparan, akuntabilitas, efektif, dan Efisien? 

7. Bagaimana cara Bapak sebagai Kepala Sekolah memantau Prgram dana BOS 

di UPTD SD Negeri 73 Parepare? 

Pengelolaan Keuangan Sekolah 
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8. Bagaimana cara Bapak menyediakan informasi terkaitan pengelolan dana BOS 

di UPTD SD Negeri 73 Parepare? 

9. Apakah pihak Kepala sekolah memberikan akses kepada pihak- pihak tekait 

pengelolaan dana BOS? 

10. Mengapa Pengelolaan keuangan sekolah di UPTD SD Negeri 73 Parepare harus 

dikelola secara transparansi? 

11. Bagaimana cara di UPTD SD Negeri 73 Parepare membuat laporan penggunaan 

dana BOS? 

12. Apakah setiap pengeluaran dana BOS harus disertai dengan adanya bukti? 

13. Bagaimana bentuk laporan pertanggung jawaban pembiayaan pendidikan di 

UPTD SD Negeri 73 Parepare? 

Pengelolaan dana BOS 

14. Bagaimana bentuk Pengelolaan dana BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare? 

15.  Apa tugas dan Tanggung Jawab Kepala Sekolah dalam Pengelolaan dana BOS? 

16.  Bagaimana Mekanisme pengelolaan dana BOS di UPTD SD Negeri 73 

parepare? 

17. Apakah Pengelolaan dana BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare sudah 

transparansi, akuntabel, efektif, dan Efisien? 

18. . Kelengkapan Pendukung apa saja yang harus tersedia dalam laporan dana BOS 

di UPTD SD Negeri 73 Parepare? 
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B. Mutu Pendidikan 

Sarana dan Prasarana 

1. Apakah Sarana dan Prasarana di UPTD SD Negeri 73 Parepare sudah efektif 

dalam menunjang mutu pendidikan ? 

2. Apakah Pengelolaan dana BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare sudah 

meningkatkan mutu pendidikan terutama pada pengelolaan sarana dan 

prasarana? 

3. Apa yang menjadi Penghambat sehingga sarana dan prasarana yang ada di UPTD 

SD Negeri 73 Parepare mengalami kekurangan? 

4. Apakah sarana dan prasarana memiliki pengaruh besar terhadap mutu 

pendidikan? 

 

Wawancara dengan Bendahara 

Identitas Responden  

Nama  :  

Jabatan  : 

Waktu  : 

 

Efektivitas Pengelolaan 

1. Apakah Pengelolaan dana BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare sudah tepat 

sasaran? 

2. Apakah dalam pengelolaan ketetapan sasaran dana BOS di UPTD SD Negeri 

73 Parepare sudah berjalan dengan efektif dan efisien? 
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3. Dalam pengelolaan dana BOS apakah ketetapan sasaran sudah dilaksanakan 

secara transparansi dana akuntabilitas 

4. Bagaimana cara Ibu mensosialisasikan dana BOS di UPTD SD Negeri 73 

Parepare? 

5. Apakah sosialisasi program pengelolaan dana BOS sudah dilaksanakan secara 

Transparan, akuntabilitas, efektif, dan Efisien? 

6. Bagaimana cara Ibu sebagai Kepala Sekolah memantau Program dana BOS di 

UPTD SD Negeri 73 Parepare? 

Pengelolaan Keuangan Sekolah 

7. Bagaimana cara Bapak menyediakan informasi terkaitan pengelolan dana BOS 

di UPTD SD Negeri 73 Parepare? 

8. Apakah pihak Kepala sekolah memberikan akses kepada pihak- pihak tekait 

pengelolaan dana BOS? 

9. Mengapa Pengelolaan keuangan sekolah di UPTD SD Negeri 73 Parepare harus 

dikelola secara transparansi? 

10. Bagaimana cara di UPTD SD Negeri 73 Parepare membuat laporan penggunaan 

dana BOS? 

11. Apakah setiap pengeluaran dana BOS harus disertai dengan adanya bukti? 

12. Bagaimana bentuk laporan pertanggung jawaban pembiayaan pendidikan di 

UPTD SD Negeri 73 Parepare? 

Pengelolaan dana BOS 
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15. Bagaimana bentuk Pengelolaan dana BOS di UPTD SD Negeri 73 

Parepare? 

16. Apa tugas dan Tanggung Jawab Kepala Sekolah dalam Pengelolaan dana 

BOS? 

17. Bagaimana Mekanisme pengelolaan dana BOS di UPTD SD Negeri 73 

parepare? 

18. Apakah Pengelolaan dana BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare sudah 

transparansi, akuntabel, efektif, dan Efisien? 

20. Kelengkapan Pendukung apa saja yang harus tersedia dalam laporan dana 

BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare? 

 

 

Wawancara dengan Guru 

Identitas Responden  

Nama  :  

Jabatan  : 

Waktu  : 

 

Efektivitas Pengelolaan dana BOS 

Efektivitas Pengelolaan 

1. Apakah Pengelolaan dana BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare sudah tepat 

sasaran? 
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2. Apakah dalam pengelolaan ketetapan sasaran dana BOS di UPTD SD Negeri 

73 Parepare sudah berjalan dengan efektif dan efisien? 

3. Dalam pengelolaan dana BOS apakah ketetapan sasaran sudah dilaksanakan 

secara transparansi dana akuntabilitas? 

4. Bagaimana cara Bapak mengelola dana BOS agar tepat sasaran? 

5. Bagaimana cara Bapak mensosialisasikan dana BOS di UPTD SD Negeri 73 

Parepare? 

6. Apakah sosialisasi program pengelolaan dana BOS sudah dilaksanakan secara 

Transparan, akuntabilitas, efektif, dan Efisien? 

7. Bagaimana cara Bapak sebagai Kepala Sekolah memantau Prgram dana BOS 

di UPTD SD Negeri 73 Parepare? 

Pengelolaan Keuangan Sekolah 
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8. Bagaimana cara ibu menyediakan informasi terkaitan pengelolan dana BOS di 

UPTD SD Negeri 73 Parepare? 

9. Apakah pihak Kepala sekolah memberikan akses kepada pihak- pihak tekait 

pengelolaan dana BOS? 

10. Mengapa Pengelolaan keuangan sekolah di UPTD SD Negeri 73 Parepare harus 

dikelola secara transparansi? 

11. Bagaimana cara di UPTD SD Negeri 73 Parepare membuat laporan penggunaan 

dana BOS? 

12. Apakah setiap pengeluaran dana BOS harus disertai dengan adanya bukti? 

13. Bagaimana bentuk laporan pertanggung jawaban pembiayaan pendidikan di 

UPTD SD Negeri 73 Parepare? 

Pengelolaan dana BOS 

15. Bagaimana bentuk Pengelolaan dana BOS di UPTD SD Negeri 73 

Parepare? 

16. Apa tugas dan Tanggung Jawab Kepala Sekolah dalam Pengelolaan dana 

BOS? 

17. Bagaimana Mekanisme pengelolaan dana BOS di UPTD SD Negeri 73 

parepare? 

18. Apakah Pengelolaan dana BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare sudah 

transparansi, akuntabel, efektif, dan Efisien? 

20. Kelengkapan Pendukung apa saja yang harus tersedia dalam laporan dana 

BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare? 
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Mutu Pendidikan 

Sarana dan Prasarana 

1. Apakah Sarana dan Prasarana di UPTD SD Negeri 73 Parepare sudah efektif 

dalam menunjang mutu pendidikan ? 

2. Apakah Pengelolaan dana BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare sudah 

meningkatkan mutu pendidikan terutama pada pengelolaan sarana dan 

prasarana? 

3. Apa yang menjadi Penghambat sehingga sarana dan prasarana yang ada di 

UPTD SD Negeri 73 Parepare mengalami kekurangan? 

4. Apakah sarana dan prasarana memiliki pengaruh besar terhadap mutu 

pendidikan? 

 

 

Wawancara dengan Komite Sekolah 

Identitas Responden  

Nama  :  

Jabatan  : 

Waktu  : 
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Efektivitas Pengelolaan dana BOS 

Efektivitas Pengelolaan 

1. Apakah Pengelolaan dana BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare sudah tepat 

sasaran? 

2. Apakah dalam pengelolaan ketetapan sasaran dana BOS di UPTD SD 

Negeri 73 Parepare sudah berjalan dengan efektif dan efisien? 

3. Dalam pengelolaan dana BOS apakah ketetapan sasaran sudah dilaksanakan 

secara transparansi dana akuntabilitas? 

4. Bagaimana cara Bapak mensosialisasikan dana BOS di UPTD SD Negeri 

73 Parepare? 

5. Apakah sosialisasi program pengelolaan dana BOS sudah dilaksanakan 

secara Transparan, akuntabilitas, efektif, dan Efisien? 

 

 

Pengelolaan dana BOS 

1. Bagaimana bentuk Pengelolaan dana BOS di UPTD SD Negeri 73 

Parepare? 

2. . Apa tugas dan Tanggung Jawab Komite Sekolah dalam Pengelolaan dana 

BOS? 

3. . Bagaimana Mekanisme pengelolaan dana BOS di UPTD SD Negeri 73 

parepare? 
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Keadaan Sarana dan Prasarana 

Tabel Data Sarana dan Prasarana di UPTD SD Negeri 73 Parepare 

NO SARANA DAN PRASARANA JUMLAH 

1 Ruang Kepala Sekolah 1 

2 Ruang Guru 1 

3 Ruang Kelas 6 
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4 Kantor 1 

5 Perpustakaan 1 

6 UKS 0 

7 Mushola 0 

8 WC umum  4 

9 Lapangan Tenis Meja 0 

10 Lapangan Volly 1 

11 Aula 1 

12 Gedung 1 

13 Lemari kelas 12 

14 Papan tulis 7 

15 Printer 2 

16 Computer 1 

17 Laptop  2 

18 Tempat sampah 10 

19 Sofa 1 

20 Penghapus papan tulis 7 

(Sumber Data: UPTD SD Negeri 73Parepare) 
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Pintu masuk di UPTD SD Negeri 73 Parepare 

 

 

Wawancara Bersama Kepala UPTD SD Negeri 77 Parepare 
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Wawancara dengan Bendahara UPTD SD Negeri 73 Parepare 
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Wawancara bersama Guru UPTD SD Negeri 73 Parepare 

 

 

Wawancara bersama Komite Sekolah UPTD SD Negeri 73 Parepare 
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Ruangan Perpustakaan 

 

 

Ruangan Guru 
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Rekapilitasi Realisasi Penggunaan dana BOS 
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